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ABSTRAK 
Ayu Wandira (B111 09 448), “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 
terhadap Produk Telematika dan Elektronika yang tidak Disertai 
dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia”. 
Dibimbing oleh Ahmadi Miru sebagai pembimbing I dan Marwah 
sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab masih adanya 
produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu 
jaminan/garansi purna jual beredar di pasaran dan bentuk perlindungan 
hukum bagi konsumen terhadap produk telematika dan elektronika yang 
tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa 
Indonesia serta untuk mengetahui peranan dan upaya pemerintah dalam 
menangani peredaran produk telematika dan elektronika yang tidak 
disertai dengan kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, adapun yang menjadi penelitian 
yaitu pihak-pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi 
Selatan, Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, Toko 
Telematika dan Elektronika dan Konsumen. Penelitian dilakukan dengan 
mewawancarai pihak-pihak yang dimaksud. Hasil penelitian yang 
diperoleh dari lapangan diolah melalui metode deskriptif kualitatif. 
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan antara lain, faktor penyebab 
beredarnya produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan 
kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia di pasaran yaitu 
kurang ketatnya pengawasan dari pemerintah, kecurangan dan 
ketidakpatuhan pelaku usaha, banyaknya permintaan konsumen, dan 
banyak pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi serta adanya pihak 
pemerintahan yang terlibat; bentuk perlindungan hukum bagi konsumen 
berupa pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang konsumen atau 
penggantian produk dengan produk yang sejenis. Adapun peranan dan 
upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengawasan, 
pembinaan, memberikan pendidikan kepada konsumen dan menarik 
produk tersebut dari peredaran serta mencabut Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) pelaku usaha. Dari hasil penelitian ini, ada beberapa 
hal yang menjadi saran antara lain pengawasan lebih dimaksimalkan, 
konsumen lebih bersikap kritis dan pelaku usaha dapat melaksanakan apa 
yang menjadi kewajibannya. 
 
 
vi 
 
KATA PENGANTAR 
 
 
Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala atas segala rahmat, hidayah dan nikmat kesehatan 
serta kesempatan yang telah ia berikan kepada penulis. Salawat serta 
Salam penulis hanturkan atas junjungan kami Rasulullah  Sallalahu Alaihi 
Wassalam yang telah memberikan pedoman hidup berupa a-lqur’an dan 
as-sunnah untuk keselamatan hidup umat manusia, para sahabat, para 
tabi’in, tabiut tabi’in serta orang-orang yang senantiasa Istiqamah di 
dalamnya. 
Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi 
Konsumen Terhadap Produk Telematika dan Elektronika yang Tidak 
Disertai dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa 
Indonesia” dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan 
penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna 
memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar 
sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini 
begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa 
ringan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari 
beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang 
setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud: 
vii 
 
1. Ayahanda tercinta Abidin dan ibunda tercinta Maswaya penulis yang 
selalu mendoakan penulis, membimbing, memotivasi dan memberi 
bantuan yang sangat besar dan tidak  akan ternilai harganya . 
2. Prof. Dr. dr. Andi Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin beserta jajarannya. 
3. Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H., Dr. 
Anshori Ilyas, S.H.,M.H., dan Romi Librayanto, S.H.,M.H. masing-
masing sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang 
Administrasi Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang 
Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta 
jajarannya. 
4. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H. dan Dr. Sri Susyanti Nur, 
S.H.,M.H. masing-masing selaku ketua jurusan dan sekretaris bagian 
hukum perdata, atas arahan, nasehat dan ilmu yang diberikan selama 
penulis menjadi mahasiswa sampai dapat terselesaikannya 
penyusunan skripsi ini beserta jajarannya. 
5. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H. selaku pembimbing I penulis yang 
telah banyak arahan dan membimbing penulis dengan filosofi keilmuan 
yang sangat mahal dan tidak sembarang orang dapat menimba ilmu 
dari beliau. 
6. Marwah, S.H.,M.H. selaku pembimbing II penulis yang telah 
memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat dalam penyusunan 
viii 
 
skripsi ini, dan dengan penuh kesabaran dan kerendahan hatinya 
mengoreksi isi tulisan yang awalnya berantakan hingga menjadi lebih 
layak dan berarti. 
7. Prof. Dr. Badriyah Rivai, S.H.,M.H., Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H. 
dan Oky Deviany, S.H., M.H. selaku penguji I, Penguji  II dan penguji 
III penulis yang telah memberi saran dan nasehat yang sangat 
berharga kepada penulis untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. 
8. Seluruh Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi 
Selatan (DISPERINDAG SULSEL) terutama kepada bapak H. Nur 
Azikin Syam, SE. selaku Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan  
Pengawasan Barang Beredar dan bapak Akbar Mansyur Tadaga, SE, 
MSi. selaku Kepala Bidang Pengawasan Barang Beredar yang 
bersedia menyediakan waktunya untuk diwawancara. 
9. Para pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan 
(YLK SULSEL) terutama kepada bapak Ambo Masse selaku 
Koordinator Bidang  Umum dan Al Mujahid Akmal selaku Koordinator 
Bidang Litbang yang bersedia diwawancarai oleh penulis ditengah 
kesibukan beliau.  
10. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan 
penuh kesabaran, keikhlasan dan ketulusan mereka dalam 
memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis. 
ix 
 
11. Seluruh pegawai akademik dan administrasi Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin yang dengan sabar dan ikhlas membantu 
memperlancar proses penyusunan skripsi ini.  
12. Saudara-saudara penulis (Achmadi, S.Pd, Mastuti, Ayu Wariska, 
Muhammad Afdal, Alviana, dan Nur Aisyah) yang selama ini selalu 
membantu penulis, memberi dukungan dan motivasi yang sangat 
besar untuk selalu berusaha dalam mencapai semua impian penulis. 
13. Sahabat-sahabatku angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin yang selama ini telah menjadi sahabat terbaik bagi penulis 
yaitu Arabia, St. Zam-Zam, Widya Alimuddin, Hikma Shoaleh, 
terkhusus kepada Arwini Muslimah A. dan Umi Khaerah Pati yang 
selama ini telah membantu dan menemani penulis selama proses 
penyusunan skripsi ini.  
14. Kepada Kakanda St. Wahyuningsih, S.Si. dan St. Mutmainnah, S.H. 
selaku murabiyyah penulis yang telah memotivasi, memberikan 
nasehat dan ilmu yang berguna bagi kehidupan penulis. 
15. Kepada seluruh pengurus UKM LD ASY-SYARIAH MPM FH-UH yang 
telah banyak memberi bantuan dan dukungan kepada penulis. 
16. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang 
selama ini telah membantu penulis selama proses perkuliahan. 
17. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu Syukran Jazakumullah khairan. 
x 
 
Semoga segala amal dan budi baik serta kerja sama dari semua 
pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal 
baik yang mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 
Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skirpsi ini masih 
jauh dari yang namanya kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya 
milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Untuk itu penulis mengharapkan kritik 
dan saran kepada semua pihak demi untuk mendekati yang namanya 
kesempurnaan.  
Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini mampu 
memberikan sumbangsih pada bidang hukum keperdataan dan dapat 
bermanfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak. Amin... 
 
 
  
 
 Makassar, 19 Mei 2013 
  
  
  Penulis 
 
 
 
 
xi 
 
DAFTAR ISI 
HALAMAN JUDUL .……………………………………………………... i 
LEMBAR PENGESAHAN.................................................................. ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING......................................................... iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI................................ iv 
ABSTRAK..........................................................................................  v  
KATA PENGANTAR.......................................................................... vi 
DAFTAR ISI …………………………………………………................... xi 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang ........................................................................ 1 
B. Rumusan Masalah .................................................................. 8 
C. Tujuan Penulisan .................................................................. .. 9 
D. Manfaat Penulisan ................................................................... 9 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen................. 11 
B. Jaminan/Garansi Dalam Perlindungan Konsumen ................ . 45 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
A. Metode Penelitian ............................................................... .... 54 
B. Lokasi Penelitian...................................................................... 54 
C. Populasi dan Sampel............................................................... 54 
xii 
 
D. Teknik Pengumpulan Data ...................................................... 55 
E. Sumber Data ........................................................................... 55 
F. Analisis Data ......................................................................... .. 56 
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor Penyebab Beredarnya Produk Telematika dan  
Elektronika yang Tidak Disertai dengan Kartu Jaminan/ 
Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia......................... 57 
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk 
Telematika dan Elektronika yang Tidak Disertai dengan  
Kartu Jaminan/ Garansi Purna Jual  
Dalam Bahasa Indonesia......................................................... 67 
C. Peranan dan Upaya Pemerintah Dalam Menangani  
Peredaran Produk Telematika dan Elektronika yang  
Tidak Disertai dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna  
Jual Dalam Bahasa Indonesia di Pasaran............................... 86 
BAB V PENUTUP  
A. Kesimpulan............................................................................... 93 
B. Saran........................................................................................ 94 
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................... 95 
LAMPIRAN 
 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan 
hidup semakin tinggi, arus perdagangan barang dan/atau jasa semakin 
meluas bahkan melintasi batas-batas wilayah suatu negara dan 
kebutuhan masyarakat akan informasi pun semakin tinggi. Ini 
menyebabkan semakin banyaknya barang dan/atau jasa di pasaran. 
Kondisi ini sebenarnya memberi keuntungan bagi konsumen karena 
kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan akan 
terpenuhi. Selain itu, mereka juga dapat memilih barang dan/atau jasa 
sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.  
Di sisi lain, kondisi ini akan memaksa para pelaku usaha untuk 
mencari metode pemasaran yang efektif guna menambah minat beli 
konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan. 
Metode-metode yang kurang bijak pun sering kali digunakan yang dimana 
hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan 
demikian, upaya-upaya untuk melindungi konsumen merupakan sesuatu 
hal yang dianggap penting dan mutlak harus segera dicari solusinya.  
Melihat permasalahan ini, Indonesia pun meresponnya dengan 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK. UUPK 
ini diharapkan dapat mengatasi sedemikian kompleksnya permasalahan 
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konsumen yang ada di Indonesia dan dapat menjadi landasan hukum bagi 
pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen. UUPK ini mulai berlaku 
pada tanggal 4 April 2000.  
Sejak UUPK diberlakukan dan seiring dengan perkembangan 
teknologi, penggunaan produk teknologi khususnya produk telematika dan 
elektronika di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan 
yang sangat pesat.1 Hal ini menyebabkan semakin tingginya produksi, 
pemasaran dan penjualan produk-produk tersebut dipasaran. Seiring 
dengan pesatnya perkembangan produk telematika dan elektronika yang 
tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat, maka muncullah berbagai 
produk yang tidak memiliki kualitas yang baik. Sehingga banyak produk 
yang baru saja dibeli tetapi sudah mengalami kerusakan.  
Pelaku usaha begitu dengan mudahnya mengabaikan atau 
melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UUPK, seperti 
mengabaikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan melanggar hak-hak 
konsumen. Kewajiban-kewajiban yang masih dilanggar yaitu kewajiban 
untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa  yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku dan kewajiban untuk memberi jaminan dan/atau garansi 
atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. Sedangkan 
pelanggarannya yaitu pelanggaran atas hak konsumen untuk 
                                                           
1 Yayasan Tifa, Kebijakan Telematika dan Pertarungan Wacana di Era Konvergensi Media, 
(http://kalamkata.org/ebook/indonesian/wacana-konvergensi.pdf, diakses pada tanggal 16 April 
2013), lihat juga Suara Merdeka, Penjualan Elektronik Rumah Tangga Melonjak, 
(http://www.suaramerdeka.com,  diakses pada tanggal 16 April 2013). 
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mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. 
Ketentuan mengenai jaminan/garansi diatur dalam Pasal 25 UUPK yang 
isinya sebagai berikut: 
(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya 
berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) 
tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual 
dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang 
diperjanjikan. 
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 
jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila 
pelaku usaha tersebut; 
a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang 
dan/atau fasilitas perbaikan; 
b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi 
yang diperjanjikan. 
 
Sehubungan dengan substansi dari Pasal ini, maka ditarik suatu 
kesimpulan bahwa kewajiban menyediakan suku cadang atau fasilitas 
purna jual yang dimaksud tidak tergantung ada atau tidaknya ditentukan 
dalam perjanjian. Artinya meskipun para pihak tidak menentukan hal ini 
dalam perjanjian mereka, konsumen tetap memiliki hak menuntut ganti 
rugi kepada pelaku usaha yang bersangkutan berdasarkan perbuatan 
melanggar hukum, apabila kewajiban menyediakan suku cadang atau 
fasilitas purna jual tersebut diabaikan pelaku usaha. Sedangkan ketentuan 
mengenai jaminan atau garansi, UUPK menggantungkan pada substansi 
perjanjian para pihak.2 Artinya bahwa tuntutan ganti rugi mengenai 
jaminan atau garansi ini baru bisa dilakukan jika telah ditentukan lebih 
                                                           
2 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2010), hlm. 157-158. 
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dahulu dalam suatu perjanjian. Sehingga dalam hal ini, permasalahan 
jaminan yang sering didengar dengan kata garansi pun merupakan salah 
satu permasalahan dibidang perlindungan konsumen yang wajib ditangani 
oleh pemerintah.  
Garansi adalah keterangan dari suatu produk bahwa pihak 
produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan dan kegagalan 
bahan dalam jangka waktu tertentu.3 Garansi ini sangat bermanfaat bagi 
konsumen, sebab selain menjamin kualitas suatu produk, garansi ini juga 
dapat digunakan oleh konsumen untuk melakukan tuntutan kerugian yang 
diderita akibat kerusakan atau kesalahan dalam suatu produk. Garansi itu 
tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen tetapi juga bagi pelaku 
usaha. Manfaat garansi bagi pelaku usaha yaitu dapat membatasi klaim 
yang berlebihan dari konsumen dan garansi juga dapat dijadikan sebagai 
salah satu strategi promosi bagi suatu produk sebab produk dengan 
garansi yang lebih lama itu menandakan bahwa produk tersebut memiliki 
kualitas yang baik. 
Garansi sebenarnya merupakan salah satu bagian dari perjanjian 
kontraktual yang mengharuskan pihak pelaku usaha untuk memperbaiki 
atau mengganti produk yang mengalami kerusakan atau cacat akibat 
kesalahan atau kegagalan bahan selama masa garansi yang 
diperjanjikan.  
                                                           
3 Wikipedia Indonesia, Garansi, (http://id.wikipedia.org/wiki/Garansi, diakses pada tanggal 10 
Maret 2013). 
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Garansi juga merupakan tahap purnatransaksi dari tahapan-
tahapan transaksi konsumen. Tahap ini dapat disebut dengan tahap 
purnajual atau after sale service dimana penjual menjanjikan beberapa 
pelayanan cuma-cuma dalam jangka waktu tertentu seperti menjanjikan 
garansi atau servis gratis selama periode tertentu.4 Garansi yang 
diberikan itu biasanya dalam bentuk surat. Surat itu disebut dengan kartu 
garansi atau kartu jaminan. Kartu garansi ini sangat penting ketika suatu 
toko tempat konsumen membeli produk mengalami bangkrut atau pailit. 
Maka konsumen dapat langsung ke Layanan Purna Jual (Service Center) 
yang ada dikartu tersebut. 
Mengingat pentingnya kartu jaminan/garansi purna jual itu dan 
untuk melengkapi UUPK, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk 
Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa 
Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika. Keputusan ini 
kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk 
Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam 
Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.  Selanjutnya 
dalam skripsi ini akan disebut dengan Permendag No.19/M-
DAG/PER/5/2009. 
                                                           
4 Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 
hlm. 103. 
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Peraturan ini mewajibkan agar produk telematika dan elektronika 
menyertakan kartu jaminan/garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
yang isinya berupa: 
(1) Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau 
diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib 
dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam 
Bahasa Indonesia. 
(2) Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa asing sesuai 
kebutuhan. 
 
Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Perdagangan 
ini dijelaskan bahwa: 
(2) Kartu jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus 
memuat informasi sekurang-kurangnya: 
a. Masa garansi; 
b. Biaya perbaikan gratis selama masa garansi yang diperjanjikan; 
c. Pemberian pelayanan purna jual berupa jaminan ketersedian 
suku cadang dalam masa garansi dan pasca garansi; 
d. Nama dan alamat pusat pelayanan purna jual (Service Center); 
e. Nama dan alamat tempat usaha produsen (perusahaan/pabrik) 
untuk produk dalam negeri; dan 
f. Nama dan alamat tempat usaha importir untuk produk impor. 
(3) Pemberian pelayanan purna jual selama masa garansi dan pasca 
garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa: 
a. Ketersediaan pusat pelayanan purna jual (Service Center); 
b. Ketersediaan suku cadang; 
c. Penggantian produk sejenis apabila terjadi kerusakan yang tidak 
dapat diperbaiki selama masa garansi yang diperjanjikan; dan 
d. Penggantian suku cadang sesuai jaminan selama masa garansi 
yang diperjanjikan. 
 
Dengan adanya peraturan ini, diharapkan konsumen dapat 
terhindar dari pembelian produk yang cacat atau rusak. Tetapi meskipun 
telah ada peraturan ini namun pada kenyataannya, masih banyak produk 
telematika dan elektronika di Daerah Indonesia yang tidak dilengkapi 
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dengan kartu jaminan/garansi purna jual. Salah satunya yaitu Daerah 
Makassar.  
Berdasarkan hasil Inspeksi Dadakan (SIDAK) Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tanggal 05 Juni 2012 di 
Makassar Town Square dan Mall Panakukang ditemukan  produk-produk 
yang melanggar Permendag No.19/M-DAG/PER/05/09. Di Makassar 
Town Square, Disperindag Sulsel menyita 250 unit Mixer yang terbukti 
melanggar Permendag ini karena tidak memiliki petunjuk penggunaan 
manual dan kartu jaminan. Saat sidak di Mall Panakukkang, Disperindag 
Sulsel berhasil menarik sejumlah produk elektronik. Diantaranya, DVD, 
Mesin Cuci dan MP3 Player.5  
Pada tanggal 16 Februari 2013 penulis melakukan prapenelitian di 
beberapa toko telematika dan elektonika di Makassar. Dari prapenelitian 
tersebut, penulis menemukan beberapa produk yang tidak dilengkapi 
dengan kartu jaminan/garansi purna jual.   
Keadaan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha tidak atau belum 
menyadari kewajibannya untuk menyediakan kartu jaminan/garansi purna 
jual terhadap produk-produk telematika dan elektronika yang mereka 
pasarkan. Di lain pihak, pemerintah belum melakukan pengawasan yang 
ketat terhadap produk-produk tersebut. Selain itu, pihak konsumen juga 
enggan menyikapi hal ini secara kritis. Seperti melayangkan protes dan 
                                                           
5 Rakyat Sulsel Online, Produk Elektronik Illegal Beredar di Makassar, (http://rakyat.sulsel.com/ 
produk- elektronik- ilegal- beredar- di-makassar html, diakses pada tanggal 23 Maret 2013). 
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kritik ke pelaku usaha, mengadukan kepada lembaga konsumen atau 
pihak yang berwenang, dan melakukan tuntutan ganti rugi jika dirugikan. 
Kondisi konsumen tersebut dilatarbelakangi alasan beragam. 
Alasan paling dominan adalah tidak mau repot, khawatir urusan 
menjadi lebih panjang dan tidak mau terlibat urusan di kepolisian. 
Masyarakat juga pesimistis laporannya akan ditanggapi dengan 
baik, tidak tahu persis ke mana harus mengadukan kasus yang 
dihadapinya dan takut pada besarnya biaya pengaduan. Sebagian 
masyarakat malah takut kasus yang menimpanya akan 
menimbulkan kehebohan jika mereka mengadukan kasus tersebut.6 
 
Berangkat dari adanya kesenjangan antara harapan (das sollen) 
dengan kenyataan (das sein) sebagaimana uraian di atas dan mengingat 
betapa pentingnya kartu jaminan/garansi purna jual dalam upaya untuk 
melindungi kepentingan konsumen. Maka penulis merasa tertarik untuk 
membahas lebih dalam mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 
Terhadap Produk Telematika dan Elektronika yang Tidak Disertai Dengan 
Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia” dalam 
skripsi ini.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, 
maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu: 
1. Faktor apa saja yang menyebabkan sehingga masih ada produk 
telematika dan elektronika tidak disertai dengan kartu 
jaminan/garansi purna jual beredar di pasaran? 
                                                           
6 NHT Siahaan, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, (Jakarta: 
Panta Rei, 2005), hlm. 8. 
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2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap 
produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu 
jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia? 
3. Bagaimana peranan dan upaya pemerintah dalam menangani 
peredaran produk telematika dan elektronika yang tidak disertai 
dengan kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian 
skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab masih adanya produk 
telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu 
jaminan/garansi purna jual beredar di pasaran. 
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen 
terhadap produk telematika dan elektronika yang tidak disertai 
dengan kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia. 
3. Untuk mengetahui peranan dan upaya pemerintah dalam 
menangani peredaran produk telematika dan elektronika yang tidak 
disertai dengan kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa 
Indonesia. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari skripsi ini yaitu: 
1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan untuk 
menambah wawasan dibidang hukum perlindungan konsumen 
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khususnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap 
produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu 
jaminan/garansi purna jual.  
2. Dari segi praktisi, dapat memberikan pengetahuan kepada 
konsumen mengenai betapa pentingnya sebuah kartu 
jaminan/garansi purna jual bagi suatu produk, khususnya produk 
telematika dan elektronika. Serta dapat memberikan informasi dan 
masukan kepada pemerintah dan lembaga perlindungan 
konsumen, sehingga dapat ditempuh suatu kebijakan bagi upaya 
perlindungan konsumen utamanya mengenai perlindungan 
konsumen terhadap produk telematika dan elektronika yang tidak 
disertai dengan kartu jaminan/garansi purna jual. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Dalam berbagai literatur, ditemukan sedikitnya dua istilah 
hukum mengenai konsumen yaitu hukum konsumen dan hukum 
perlindungan konsumen. Kedua istilah ini sudah sering didengar 
bahkan arti kedua istilah ini sering disamakan. Akan tetapi, dilain pihak 
ada yang membedakan arti keduanya, seperti A.Z Nasution. 
Definisi hukum konsumen menurut A.Z Nasution ialah 
keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur 
hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan 
dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. 
Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari 
hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah 
bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi 
kepentingan konsumen7. 
Berkaitan dengan pengertian hukum konsumen dan hukum 
pelindungan konsumen yang telah disebutkan di atas, maka 
disimpulkan beberapa pokok pemikiran:8 
                                                           
7 Ade Maman Suherman, op.cit., hlm. 104. 
8Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta 
Kendala Implementasinya, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm.58. 
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1) Hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan       
dengan hukum perlindungan konsumen. 
2) Subjek yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah 
masyarakat sebagai konsumen, dan di sisi lain pelaku usaha, atau 
pihak-pihak lain yang terkait, misalnya distributor, media cetak dan 
televise, agen atau biro periklanan, Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia (YLKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 
dan  sebagainya. 
3) Objek yang diatur adalah barang, dan/atau jasa yang ditawarkan 
oleh pelaku usaha/produsen kepada konsumen. 
4) Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha 
mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kaidah-kaidah hukum 
yang dapat menjamin dan melindungi konsumen. 
Definisi hukum perlindungan konsumen tidak dicantumkan di dalam 
UUPK tetapi yang dicantumkan hanya mengenai definisi perlindungan 
konsumen. Definisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, isinya 
yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 
memberi perlindungan kepada konsumen. 
Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam 
Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat 
yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian 
hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan 
sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi 
untuk kepentingan perlindungan konsumen.9 
                                                           
9Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit., hlm. 1. 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (UUPK 1999) mengelompokkan norma-norma perlindungan 
konsumen (hukum materiil) ke dalam dua kelompok, yaitu:10 
1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Bab IV UUPK 1999) 
dan 
2. Ketentuan pencantuman klausul baku (Bab V UUPK 1999). 
Pengelompokan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan 
terhadap konsumen akibat perbuatan yang dilakukan pelaku usaha. 
Menurut Taufik Simatupang bidang-bidang perlindungan konsumen dapat 
dirinci sebagai berikut:11 
1. Keselamatan fisik; 
2. Peningkatan serta perlindungan kepentingan ekonomis konsumen; 
3. Standard untuk keselamatan dan kualitas barang dan jasa; 
4. Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok; 
5. Upaya-upaya untuk memungkinkan konsumen untuk melaksanakan 
tuntutan ganti kerugian; 
6. Program pendidikan dan penyebarluasan informasi; 
7. Pengaturan masalah-masalah khusus seperti makanan, minuman, 
obat-obatan dan kosmetik. 
Perlindungan hukum konsumen merupakan bagian dari hukum 
publik dan hukum privat. Dikatakan bagian hukum publik karena 
                                                           
10 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya, (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2009), hlm. 30. 
11 Anak Agung Diah Indrawati, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan, 
(Tesis, www.pps.unud.ac.id., Bali), hlm. 59-60, diakses pada tanggal 15 Februari 2013. 
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sebenarnya di sinilah peran pemerintah untuk melindungi seluruh 
konsumen dari produk-produk yang tidak berkualitas atau dari pelaku 
usaha yang beritikad buruk. Perlindungan konsumen merupakan bagian 
hukum privat karena adanya suatu perikatan, baik itu perikatan yang lahir 
karena perjanjian yang implikasi hukumnya adalah wanprestasi maupun 
perikatan yang lahir karena undang-undang yang berimplikasi perbuatan 
melanggar hukum. 
Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat 
berupa empat macam:12 
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikan; 
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukannya. 
Terhadap kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh debitur, 
diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat 
yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:13 
a. Ganti-rugi; 
b. Pembatalan perjanjian;  
c. Peralihan resiko; 
d. Biaya perkara. 
                                                           
12 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa,1996), hlm. 45. 
13 Ibid. 
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Untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditor karena 
terjadinya wanprestasi, menurut Purwahid Patrik kreditor dapat menuntut 
salah satu dari lima kemungkinan yaitu:14 
1) Pembatalan (pemutusan) perjanjian; 
2) Pemenuhan perjanjian; 
3) Pembayaran ganti kerugian; 
4) Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian; 
5) Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian. 
Ahmadi Miru tidak setuju dengan pendapat yang membagi tuntutan 
tersebut atas lima kemungkinan. Beliau membagi tuntutan tersebut 
menjadi empat kemungkinan, yaitu:15 
1) Pembatalan kontrak saja; 
2) Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi; 
3) Pemenuhan kontrak saja; 
4) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. 
Pembayaran ganti kerugian (penuntutan ganti rugi saja) tidak beliau 
tambahkan karena menurutnya tidak mungkin seseorang  menuntut ganti 
rugi saja yang lepas dari kemungkinan dipenuhinya kontrak atau batalnya 
kontrak karena dibatalkan atau dipenuhinya kontrak merupakan dua 
kemungkinan yang harus dihadapi para pihak dan tidak ada pilihan lain 
                                                           
14 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta: Raja 
Grafindo Pustaka, 2011), hlm. 72. 
15 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 
hlm. 75. 
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sehingga tidak mungkin ada tuntutan ganti rugi yang berdiri sendiri 
sebagai akibat dari suatu wanprestasi.16 
Tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi didahului dengan 
adanya suatu perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dalam 
tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk 
membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan 
dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua 
pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan 
demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar 
ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, 
melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta 
besarnya ganti kerugian yang harus dibayar.17 
Tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum 
ini tidak lahir dari adanya suatu perjanjian tetapi tuntutan ini lahir dari 
undang-undang. Mengenai perbuatan melanggar hukum ini diatur dalam 
Pasal 1365 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang 
isinya Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa 
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 
Tanggung jawab untuk melakukan pembayaran ganti kerugian 
kepada pihak yang mengalami kerugian tersebut baru dapat dilakukan 
apabila orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut 
                                                           
16 Ibid, hlm. 75. 
17 Ahmadi Miru, op.cit, hlm. 73. 
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adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum (tidak ada 
alasan pemaaf).18 
Secara teoritis, dikatakan bahwa tuntutan ganti kerugian 
berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan 
apabila memenuhi empat unsur di bawah, yaitu:19 
a. Ada perbuatan melanggar hukum; 
b. Ada kerugian; 
c. Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan 
melanggar hukum; dan 
d. Ada kesalahan. 
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 
Berbicara mengenai asas hukum, maka penulis akan 
mengemukakan pendapat dari Achmad Ali. Beliau berpendapat bahwa 
harus diketahui bahwa asas hukum yang melahirkan norma hukum, dan 
norma hukum yang melahirkan aturan hukum. Dari satu asas hukum 
dapat melahirkan lebih dari satu norma hukum hingga tak terhingga norma 
hukum, dan dari satu norma hukum dapat melahirkan lebih dari satu 
aturan hukum hingga tak terhingga aturan hukum.20 Jadi pada hakikatnya 
setiap peraturan-peraturan yang ada didasari oleh sejumlah asas-asas 
atau prinsip-prinsip hukum. Asas hukum ialah sesuatu yang melahirkan 
(sumber, inspirasi, filosofis, materiel dan formil) dari peraturan-peraturan 
                                                           
18 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 samapi 1456 
BW, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 96. 
19 Ibid, hlm. 96-97. 
20 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) 
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),  (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 178. 
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hukum. Dengan demikian asas hukum merupakan ratio-logis peraturan-
peraturan hukum, khususnya di Indonesia.21 
Asas hukum mengandung nilai-nilai etis yang berfungsi 
menghilangkan dan menetralisir kemungkinan terjadinya suatu konflik 
dalam tatanan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena asas hukum 
merupakan ratio-logis dari peraturan hukum, maka menurut Paton asas 
hukum tidak akan pernah habis kekuatannya hanya karena telah 
melahirkan suatu peraturan hukum. Asas hukum tetap saja ada dan akan 
terus mampu melahirkan peraturan hukum secara berkesinambungan 
sesuai dengan kebutuhan. Asas-asas hukum mengandung nilai-nilai dan 
tuntutan estetis. Hukum sebagai suatu sistem tidak menghendaki adanya 
suatu konflik dalam sistem hukum itu, maka asas-asas hukumlah 
berfungsi untuk menyelesaikan konflik itu.22 
Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, 
terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman bagi UUPK. Asas-asas ini 
dirumuskan dalam Pasal 2 UUPK yang isinya: Perlindungan konsumen 
berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan 
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. 
Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan bahwa perlindungan 
konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) 
asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu: 
                                                           
21 Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, Pengantar Hukum Indonesia, 
(Makassar: A.S. Center, 2009), hlm. 35. 
22 Ibid. 
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1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil. 
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 
pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
5. Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 
kepastian hukum. 
Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya 
mengaju pada filosofis pembangunan nasional yaitu pembangunan 
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manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara 
Republik Indonesia.23 
Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila 
diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:24 
1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan 
keselamatan konsumen, 
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan 
3. Asas kepastian hukum. 
Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, 
mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan 
bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha 
dan pemerintah. Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen 
yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan 
keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat 
penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen 
disamping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.25 
Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum 
sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”,26 yang 
berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Ketiga asas tersebut 
                                                           
23 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op. cit, hlm. 26. 
24 Ibid. 
25 Ibid, hlm. 28-30. 
26 Ibid, hlm. 28, dikutip dari Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: Chandra Pratama, 
1996), hlm.95. 
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oleh banyak jurist disebut juga tujuan hukum. Menyangkut masalah tujuan 
hukum, maka yang menjadi tujuan perlindungan konsumen adalah:27 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri; 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau 
jasa; 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 
untuk mendapatkan informasi; 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan kosumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha; 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjaming 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 
 
Achmad Ali mengatakan masing-masing undang-undang memiliki 
tujuan khusus.28 Tujuan khusus perlindungan konsumen tampak dari 
Pasal 3 UUPK. Sedangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum 
merupakan tujuan umum.  
Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di 
atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan secara umum, maka tujuan 
hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan 
huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat 
dalam rumusan huruf a, dan b, termasuk huruf c, dan d, serta huruf f. 
Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum 
terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, 
                                                           
27 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
28 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit, hlm. 34.  
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oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a 
sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasikan sebagai 
tujuan ganda.29 
Kesulitan dalam mewujudkan ketiga tujuan umum ini secara 
bersamaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Achmad Ali, 
menyebabkan keenam tujuan khusus tersebut sulit untuk tercapai secara 
maksimal. Oleh karena itu, agar tujuan pelindungan konsumen dapat 
terwujud sebagaimana yang dicita-citakan maka dibutuhkan kesatuan dari 
keseluruhan subsistem yang terdapat dalam UUPK serta diperkuat oleh 
saran dan fasilitas yang menunjang. 
3. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Sebelum penulis membahas mengenai apa yang menjadi hak dan 
kewajiban konsumen, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu apa 
yang dimaksud dengan konsumen. Istilah “konsumen” berasal dari bahasa 
Belanda “konsument”, bahasa Inggris “consumer”, yang berarti 
“pemakaian”. Menurut Agus Brotosusilo bahwa  di Amerika Serikat kata ini 
diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, 
baik korban pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban 
yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikamti pula 
bahkan oleh korban yang bukan pemakai.30 
Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan 
konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat 
                                                           
29 Ibid. 
30 Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi dalam  Dinamika, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 200. 
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akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen 
yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi 
suatu produk lainnya.31 
Pengertian konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 
UUPK adalah Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau 
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan. Jadi, konsumen itu menurut undang-undang kita terbatas 
pada pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa untuk keperluannya 
dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam Black’s Law Dictionary,32 
konsumen diberikan batasan yaitu “…a person who buys goods or 
services for personal family, or householduse, with no intention of resale; a 
natural person who uses products for personal rather than business 
purposes.”  
Jadi, konsumen dalam pengertian ini merupakan pemakai akhir, 
dan bukan konsumen antara. Konsumen tidak harus terikat dalam 
hubungan jual beli sehingga dengan sendiri konsumen tidak identik 
dengan pembeli. Artinya, dasar hubungan hukum antara konsumen dan 
pelaku usaha tidak perlu dilandasi privity of contract (hubungan 
kontraktual).33 
                                                           
31 Ibid, hlm. 202. 
32 Edmon Makarim, dkk, Pengantar Hukum Telematika - Suatu Kompilasi Kajian, Badan Penerbit 
FHUI, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 347, dikutip dari Henry Campbell Black, 
Black’s Law Dictionary, 7th ed, (St. Paul Minn: West Publishing, 1999), hlm. 311. 
33 Ibid, dikutip dari David Oughton dan John Lowry, Textbook on Consumer Law, (London: 
Blackstone Press Ltd, 1997, hlm. 93. 
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Berbicara tentang konsumen, maka hal yang paling penting untuk 
dikemukakan yaitu hak-haknya. Karena salah satu penyebab kerugian 
yang diderita oleh konsumen adalah pelanggaran hak-haknya. Ini 
disebabkan konsumen kurang mengetahui apa-apa saja yang menjadi 
haknya. UUPK kemudian merumuskan sejumlah hak penting konsumen. 
Hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 4 yang isinya berupa: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi 
serta jaminan yang dijanjikan; 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa; 
d. Hak untuk didengar pendapat dsn keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan; 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasai, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
 
Membahas masalah hak maka tidak akan terasa lengkap tanpa 
membahas masalah kewajiban. Hal ini karena disetiap hak seseorang 
selalu berkaitan dengan kewajiban orang lain untuk memenuhi hak 
tersebut. Sebaliknya, disetiap kewajiban seseorang selalu berkaitan 
dengan hak orang lain. Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
terdapat hubungan yang erat antara hak dan kewajiban. 
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Secara umum dalam sejumlah literatur hukum, dikemukakan 
terdapat dua pandangan dasar yang mengulas hubungan antara hak dan 
kewajiban. Pandangan yang terutama dikemukakan oleh John Stuart Mill 
(seorang filsufis Inggris abad ke-19) adalah:34 
1. Duties of perfect obligation (kewajiban sempurna) 
Tidak akan ada hak tanpa ada kewajiban, demikian juga sebaliknya 
tidak ada kewajiban tanpa hak. Setiap hak memiliki vinculum juris, 
yaitu kewajiban hukum yang mengikat. Dimana ada hak di situ ada 
kewajiban yang melekat sehingga menimbulkan suatu keharusan 
pada salah satu pihak terhadap pihak lainnya, demikian sebaliknya. 
Contoh dalam peristiwa jual beli. Penjual wajib menyerahkan 
barangnya, sekaligus pada saat yang sama dia berhak memperoleh 
hak berupa uang. Pembeli berhak meneirma barang, sekaligus 
pada saat yang sama berkewajiban menyerahkan uang. Jadi, 
perolehan hak diikuti oleh pelaksanaan kewajiban secara mutlak. 
2. Duties of imperfect obligation (kewajiban tidak sempurna/relatif) 
Terdapat perbedaan antara kewajiban relatif dan kewajiban yang 
mutlak ketika timbulnya hak. Jadi, dalam pelaksanaan hak ataupun 
sebaliknya pelaksanaan kewajiban bersifat relatif. Orang lain tidak 
dapat menuntut seseorang untuk melaksanakan hak dan/atau 
kewajiban terhadap seseorang lainnya. Meski tidak ada kuasa 
mutlak, di dalamnya termuat kuasa moral, seperti berbuat baik atau 
                                                           
34 I Gede A.B. Wiranata, Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum), 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 179. 
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bermurah hati sehingga ketika ia melakukan suatu perbuatan, dia 
tidak dapat menuntut orang lain melakukan hak/kewajiban yang 
sama. Contoh memberi sedekah adalah perbuatan kewajiban 
(moral), namun setelah pemberian itu ia tidak dapat menuntut hak 
apa pun terhadap seseorang yang telah diberikan sedekah. 
Jadi ketika konsumen ingin menuntut hak-haknya kepada pelaku 
usaha maka sebaiknya konsumen memenuhi apa yang menjadi 
kewajibannya terlebih dahulu. Adapun mengenai kewajiban konsumen 
dapat dilihat dalam Pasal 5 UUPK yang meliputi: 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan; 
b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa; 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
Menurut A.Z. Nasution, jika melihat butir-butir hak dan kewajiban 
konsumen, ada beberapa tahapan transaksi yang dilakukan oleh 
konsumen. Tahapan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahapan 
berikut:35 
 
                                                           
35 Ade Maman Suherman, op.cit., hlm. 102-103. 
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1. Tahap Pratransaksi Konsumen 
Antara tahapan satu dengan yang lainnya tidak secara tegas 
terpisah satu sama lain atau bisa saja terjadi dalam suatu momen 
mencakup ketiga tahapan sekaligus. Tahapan pratransaksi, ini 
konsumen masih dalam proses pencarian informasi atas suatu barang, 
peminjaman, pembelian, penyewaan atau leasing. Di sini konsumen 
membutuhkan informasi yang akurat tentang karakteristik suatu barang 
dan atau jasa. Right to be informed of consumers betul-betul 
memegang peranan penting dan harus dihormati, baik bagi pelaku 
usaha maupun konsumen. 
2. Tahap Transaksi konsumen 
Konsumen melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam 
suatu perjanjian (jual-beli, sewa atau bentuk lainnya). Antara kedua 
belah pihak betul-betul harus beritikad baik sesuai dengan 
kapasitasnya masing-masing. Di negara-negara maju, konsumen diberi 
kesempatan untuk mempertimbangkan apakah akan memutuskan 
membeli/memakai suatu barang dan atau jasa dalam tenggang waktu 
tertentu atau membatalkannya. Klausula ini dapat dilihat praktik di 
Amerika, Belanda, Inggris, dan Australia. 
3. Tahap Purnatransaksi Konsumen 
Tahap ini dapat disebut dengan tahap purnajual atau after sale 
service dimana penjual menjanjikan beberapa pelayanan cuma-cuma 
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dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya penjual menjanjikan 
garansi atau servis gratis selama periode tertentu. 
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Pengertian pelaku usaha dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3, yaitu 
setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk 
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
Kemudian di dalam penjelasan, dijelaskan bahwa pelaku usaha yang 
termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, 
koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. 
Pengertian pelaku usaha di atas merupakan pengertian yang 
sangat luas karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan 
memudahkan konsumen, dalam arti banyak pihak yang dapat digugat, 
namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan 
rincian sebagaimana dalam directive, sehingga konsumen dapat lebih 
mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan 
jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.36 
Berdasarkan Directive, pengertian “produsen” meliputi:37 
(1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang 
manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian 
                                                           
36 Ahmadi Miru, op.cit, hlm. 23. 
37 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 
41-42. 
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yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, 
termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang 
merupakan komponen dalam proses produksinya; 
(2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk; 
(3) Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun 
tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai 
produsen dari suatu barang. 
 
Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Directive menyebutkan bahwa: siapa 
pun yang mengimpor suatu produk ke lingkungan EC adalah produsen. 
Ketentuan ini sengaja dicantumkan untuk melindungi konsumen dari 
kemungkinan harus menggugat produsen asing (yang pusat kegiatannya) 
di luar lingkungan EC. Ketentuan ini mengharuskan pihak importir yang 
mengimpor barang dari eksportir negara ketiga mendapatkan jaminan 
melalui suatu perjanjian yang menyatakan bahwa pihak eksportir 
bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang dimasukkan EC. Lebih 
lanjut lagi, pedagang/penyalur yang mengedarkan barang yang tidak jelas 
identitas produsennya, bertanggung jawab atas barang tersebut. Demikian 
pula tanggung jawab penyalur/pedagang ini timbul atas barang yang 
diimpor dari negara ketiga, tapi tidak jelas importirnya.38 Directive 
merupakan singkatan dari Product Liability Directive. Sedangkan EC 
adalah singkatan Economic Community.  
Dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 Permendag No.19/M-
DAG/PER/5/2009 dijelaskan mengenai definisi importir dan produsen. 
Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor produk 
telematika dan elektronika dan bertanggung jawab sebagai pembuat 
                                                           
38 Ibid, hlm. 42. 
30 
 
barang yang diimpor. Sedangkan yang dimaksud dengan produsen adalah 
perusahaan yang memproduksi produk telematika dan elektronika di 
dalam negeri. 
Dalam perdagangan pelaku usaha juga mempunyai hak-hak yang 
harus dihargai dan dihormati oleh konsumen dan pemerintah, karena 
tanpa melindungi hak-haknya maka akan mengakibatkan macetnya 
aktivitas perusahaan. Hak pelaku usaha tersebut terdapat dalam Pasal 6 
UUPK yang meliputi: 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan; 
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beriktikad tidak baik; 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan; 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
 
Dipihak lain, pelaku usaha juga dibebani dengan kewajiban dan 
tanggung jawab terhadap konsumen. Kewajiban pelaku usaha yaitu:39 
a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku; 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
                                                           
39 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen. 
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dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan; 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian. 
 
Adapun mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam 
Pasal 19 sampai Pasal 28 UUPK. Tanggung jawab tersebut pada 
pokoknya meliputi: 
1. Tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi 
barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 
19 UUPK). 
2. Bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat 
yang ditimbulkan oleh iklan tersebut (Pasal 20 UUPK). 
3. Tanggung jawab importir barang jika importasi barang tidak 
dilakukan agen atau perwakilan produsen luar negeri dan tanggung 
jawab importir jasa jika penyediaan jasa asing tidak dilakukan oleh 
agen atau perwakilan penyedia jasa asing (Pasal 21 UUPK). 
4. Tanggung jawab untuk membuktikan mengenai ada tidaknya unsur 
kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 (Pasal 22 UUPK). 
5. Tanggung jawab pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa 
kepada pelaku usaha lainnya yang beritikad baik atas tuntutan ganti 
rugi dan/atau gugatan konsumen (Pasal 24 UUPK). 
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6. Tanggung jawab untuk menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas 
purna jual dan untuk memenuhi jaminan atau garansi yang 
diperjanjikan serta  bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap 
ketentuan ini (Pasal 25 UUPK). 
7. Tanggung jawab pelaku usaha dibidang jasa untuk  memberikan 
jaminan dan/atau garansi yang disepakati (Pasal 26 UUPK). 
8. Tanggung jawab untuk membuktikan mengenai ada tidaknya unsur 
kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 (Pasal 28 UUPK). 
Konsep tanggung jawab hukum merupakan bagian dari konsep 
kewajiban hukum. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan bagian 
yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsuman. Dalam kasus-
kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam 
menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh 
tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.40 
Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, seseorang 
konsumen jika dirugikan dalam mengonsumsi barang atau jasa, dapat 
menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut di sini 
bisa berarti produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang 
eceran/penjual, ataupun pihak yang memasarkan produk, bergantung dari 
siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang 
                                                           
40 Edmon Makarim, dkk, op.cit, hlm. 365-366. 
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menimbulkan kerugian bagi konsumen, bahkan kematian pada 
konsumen.41 
Bentuk kerugian yang umumnya menimpa konsumen meliputi 
personal injury, injury to the product itself/some other property dan pure 
economic loss. Jadi, di sini terkait dengan kerugian immaterial yang 
membahayakan keselamatan jiwa konsumen (personal injury) dan materiil 
di mana kerusakan terjadi pada barang tersebut (injury to the product 
itself/some other  property) dan hilangnya nilai ekonomis akan barang 
(pure economic loss).42  
Setiap kerugian yang diderita oleh konsumen, dituntut suatu 
tanggung jawab dari pelaku usaha. Menurut Shidarta terdapat beberapa 
prinsip-prinsip umum tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum yang 
pada praktiknya dapat dibedakan sebagai berikut:43 
1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (fault 
liability/liability based on fault) 
Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai 
pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan. Di 
Indonesia, prinsip ini dapat dilihat dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 
KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata mengharuskan terpenuhinya 
empat unsur pokok, yaitu: 
a. Ada perbuatan melanggar hukum; 
                                                           
41 Yusuf Shofie, op.cit, hlm. 296-297. 
42 Edmon Makarim, dkk, op.cit, hlm. 366. 
43 Celina Tri Siwi Kristiyanti, op.cit, hlm. 92. 
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b. Ada kesalahan; 
c. Ada kerugian yang diderita; dan 
d. Ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 
Kemudian dalam Pasal 1366 KUHPerdata disebutkan bahwa tanggung 
jawab tersebut tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan karena 
perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan karena kelalaian 
atau kurang hati-hatinya. Kelalaian atau kurang hati-hati disebut juga 
sebagai negligence in tort. Sedangkan Pasal 1367 KUPerdata diatur 
mengenai pertanggung jawaban atas kesalahan orang yang berada di 
bawah tanggung jawabnya. 
2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (Presumption of 
Liability Principle) 
Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap 
bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak 
bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada tergugat. Ketentuan Pasal 
22 UUPK menegaskan bahwa beban pembuktian (ada tidaknya 
kesalahan) berada pada pelaku usaha dalam perkara pidana 
pelanggaran Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 dan Pasal 21 UUPK dengan 
tidak menutup kemungkinan bagi jaksa untuk membuktikannya. Artinya 
jika pelaku usaha tidak memanfaatkan prinsip beban pembuktian 
terbalik, maka demi kepentingan umum, pihak jaksa harus 
menerapkan prinsip tersebut. 
3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab 
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Prinsip ini kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk 
tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi 
konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya 
secara common sense dapat dibenarkan. 
Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum 
pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi 
tangan, yang biasanya di bawa dan diawasi oleh si penumpang 
(konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, 
pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggung 
jawabannya.44 
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) 
Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum 
atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan (harmful conduct), 
tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan (intention) atau 
kelalaian (negligence). Jadi kesalahan tidak sebagai faktor yang 
menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang 
memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya 
adanya forcemajeure. Pada prinsip ini ada hubungan kausalitas antara 
subjek yang bertanggung jawab dan kesalahan yang diperbuatnya. 
Pasal 19 jo Pasal 28 UUPK mengatur perihal tanggung jawab 
pelaku usaha terhadap konsumen, namun tidak diterapkan mengenai 
prinsip strict liability, karena pada Pasal 28 UUPK dirumuskan bahwa 
                                                           
44 Ibid, hlm. 96. 
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ganti rugi ditentukan oleh adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha. 
Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip strict liability yang 
mengandung arti bahwa ganti rugi bagi konsumen korban produk yang 
cacat harus diberikan tanpa melihat ada atau tidaknya unsur kesalahan 
pada pelaku usaha. 
Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, tanggung gugat 
tidak lagi didasarkan pada kesalahan produsen dengan beban 
pembuktian pada konsumen tapi pada produsen atau tanggung gugat 
atas dasar strict liability yaitu tanggung gugat yang terlepas dari 
kesalahan, sehingga kemungkinan ada atau tidaknya kesalahan atau 
kelalaian dianggap tidak relevan dengan tanggung gugat ini.45 
Prinsip tanggung jawab mutlak, dalam hukum perlindungan 
konsumen, secara umum diterapkan pada produsen yang 
memasarkan produk cacat sehingga dapat merugikan konsumen. Asas 
tanggung jawab seperti ini disebut product liability di mana gugatannya 
didasarkan pada tiga hal, yaitu melanggar jaminan (breach of 
warranty), ada unsur kelalaian (negligence), dan menerapkan 
tanggung jawab mutlak (strict liability).46 
Pembebanan tanggung gugat berdasarkan strict liability juga 
dapat dilihat dari pendapat Traynor yang menyatakan bahwa 
seharusnya sudah ditiadakan pembuktian negligence, dan diakui 
bahwa produsen bertanggung gugat mutlak atas produknya yang 
                                                           
45 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit, hlm. 172. 
46 Edmon Makari, op.cit, hlm. 372. 
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cacat. Pendapat ini akhirnya berhasil mempengaruhi sebagian besar 
pengadilan.47 
Strict Liability atau yang dikenal di Indonesia dengan istilah 
tanggung gugat mutlak, mulai dikenal/diatur secara tegas dalam 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan masih tetap dipertahankan 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup.48 
Tanggung gugat produsen dalam UUPK tidak menganut 
tanggung gugat mutlak atau strict liability, namun hanya disebutkan 
bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi 
atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. Dengan demikian, tanggung gugat yang dianut dalam 
UUPK adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban 
pembuktian pada produsen (beban pembuktian terbalik).49 
5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (Limitation of Liability 
Principle) 
                                                           
47 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit, hlm. 173. 
48 Ahmadi Miru, op.cit, hlm. 59. 
49 Ibid, hlm. 59-60. 
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Prinsip ini sering kali dilakukan oleh pelaku usaha untuk 
membatasi beban tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh 
mereka. Umumnya dikenal dengan pencantuman klausula eksonerasi 
dalam perjanjian standar yang dibuatnya.  
Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila 
ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Pasal 18 ayat (1) butir 1 
UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat klausula 
baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Hal 
ini berarti pelaku usaha membatasi diri atas tanggung jawab yang 
seharusnya dibebankan pada dirinya. 
Namun demikian, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1493 KUH 
Perdata yang menyatakan bahwa kedua belah pihak diperbolehkan 
dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau 
mengurangi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam undang-
undang, di mana mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan 
bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung suatu apa pun. 
Hal tersebut hanya dimungkinkan bila kedua belah pihak dalam 
pembuatan perjanjian/kontrak berada dalam posisi seimbang, artinya 
tidak ada penekanan-penekanan dari pihak (umumnya) pelaku usaha 
terhadap suatu ketentuan tertentu kepada konsumen. Pada era 
perdagangan bebas saat ini tampaknya pelaku  usaha dapat dengan 
mudah membuat aturan tertentu (seperti terms and condition dalam 
suatu website) yang berisikan pembatasan tanggung jawab. Acuan 
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yang digunakan adalah prinsip take it or leave it contract, padahal 
pelaku usaha diharapkan menjamin prinsip-prinsip hak konsumen 
dalam pembuatan kontrak yang mendasari hubungannya dengan 
konsumen. 
5. Pemerintah 
Dari uraian sebelumnya, dikemukakan bahwa pemerintah dalam 
hukum perlindungan konsumen mempunyai peranan dalam aspek hukum 
publik. Peran pemerintah dapat diwujudkan mulai dari:50 
a. Political will/ kemauan politik untuk melindungi kepentingan 
konsumen. 
b. Birokrasi dengan sadar dan senang hati menciptakan kondisi 
dengan berbisnis jujur dalam mewujudkan persaingan sehat. 
c. Dalam hukum positif, yang mengandung unsur melindungi 
kepentingan konsumen, seperti: 
1) Undang-Undang Kesehatan. 
2) Undang-Undang Barang. 
3) Undang-Undang Hygiene untuk Usaha. 
4) Undang-Undang Pengawasan atas Edar Barang. 
5) Peraturan tentang Wajib Daftar Obat. 
6) Peraturan tentang Perizinan. 
Peraturan-peraturan ini diharapkan dapat diikuti dengan 
pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi yang pasti dan tegas 
                                                           
50 Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 84. 
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apabila terjadi pelanggaran mengenai syarat dan operasional dari 
perusahaan produsen. 
Sumbangan terbesar bagi perlindungan konsumen dari aspek 
hukum publik adalah kemampuan untuk memberi izin sesuai 
kewenangan untuk mengawasi, membina dan mencabut izin sesuai 
dengan ketentuan apabila terbukti:51 
a. Melanggar ketentuan Undang-Undang 
b. Merugikan Kepentingan Umum atau Konsumen 
Mengenai kewenangan membina pemerintah terdapat dalam 
Pasal 29 UUPK. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah  
bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan 
konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku 
usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. 
tanggung jawab ini dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis 
terkait. Pembinaan tersebut dilakukan untuk: 
1) Menciptakan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara 
pelaku usaha dan konsumen; 
2) Mengembangkan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat; 
3) Meningkatkan kualitas sumber daya serta kegiatan penelitian 
dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. 
                                                           
51 Ibid, hlm.84-85 
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Selain melakukan pembinaan, pemerintah juga bertugas untuk 
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan 
konsumen serta penerapan peraturan perundang-undangan. Tugas ini 
juga diamanatkan kepada masyarakat dan Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 
UUPK. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh menteri dan/atau 
menteri teknis yang terkait. Pengawasan masyarakat dan Lembaga 
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dilakukan terhadap barang 
dan/atau jasa yang beredar di pasar yang hasilnya dapat disebarkan 
kepada masyarakat luas dan disampaikan menteri dan menteri teknis. 
Sebagai wujud dari pelaksanaan ketentuan tersebut, pemerintah 
kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan 
Konsumen. Selain itu, pemerintah juga mendirikan beberapa organisasi 
untuk membantu menyelesaikan beberapa permasalahan konsumen 
seperti: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Untuk pengawasan terhadap 
perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, pemerintah dibantu 
oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat (LPKSM).  
LPKSM dan BPKN mempunyai peranan penting dalam menfasilitasi 
konsumen memperoleh keadilan. Keduanya secara simultan melakukan 
upaya perlindungan konsumen dari arus yang berbeda, LPKSM sebagai 
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arus bawah yang kuat dan tersosialisasi secara luas di masyarakat dan 
sekaligus secara representatif dapat menampung dan memperjuangkan 
aspirasi konsumen. Sebelum diundangkannya UUPK, arus ini diperankan 
oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). BPKN sebagai arus 
atas memiliki kekuasaan yang secara khusus diberikan undang-undang 
untuk mengurusi perlindungan konsumen.52 
6. Barang dan/atau Jasa 
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sebagian besar manusia tidak 
mampu untuk melakukan sendiri segala aktivitasnya. Manusia sering atau 
bahkan selalu membutuhkan sesuatu hal untuk mempermudah 
aktivitasnya. Hal tersebut biasanya berupa barang atau jasa seseorang. 
Definisi barang dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 4 
UUPK, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik 
bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat 
dihabiskan, baik dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 
dimanfaatkan oleh konsumen. 
Sedangkan mengenai definisi Jasa terdapat dalam Pasal 1 angka 5 
UUPK, yaitu setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 
disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 
Istilah barang dan/atau jasa sering juga disebut produk. Kata 
produk berasal dari Bahasa Inggris yaitu “product”. Menurut Philip Kotler, 
yang dimaksud dengan produk adalah segala sesuatu yang dapat 
                                                           
52 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit, hlm. 217. 
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ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau 
dikonsumsi sehingga dapat memuaskan suatu keinginan atau sesuatu 
kebutuhan.53 
Philip Khotler juga mengatakan bahwa produk terdiri dari dua 
macam, yaitu berupa produk fisik (barang) dan jasa (kadang-kadang 
disebut produk jasa). Philip Khotler memberikan pengertian tersendiri 
mengenai jasa, yaitu berbagai tindakan atau kinerja yang ditawarkan 
suatu pihak kepada yang lain yang pada dasarnya tidak dapat dilihat dan 
tidak menghasilkan hak milik terhadap sesuatu. Produksinya dapat 
berkenaan dengan sebuah produk fisik ataupun tidak. 54 
Produk itu ada berbagai macam, seperti produk telematika, produk 
elektronika, produk yang berupa makanan, obat, jasa dan sebagainya. 
Tetapi karena objek penelitian dari skripsi ini adalah produk telematika dan 
elektronika maka penulis akan membatasi pembahasan penulis hanya 
mengenai kedua produk tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 
Permendag No.19/M-DAG/PER/5/2009 yang dimaksud dengan produk 
telematika adalah: 
Produk dari kelompok industri perangkat keras telekomunikasi dan 
pendukungnya, industri perangkat penyiaran dan pendukungnya, 
industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak dan 
konten multimedia, industri kreatif teknologi informasi, dan 
komunikasi. 
 
                                                           
53 Anggi Iskandarsya Nasution, Layanan Purna Jual dalam Kerangka Hukum Perlindungan 
Konsumen, (Skripsi, repository.usu.ac.id, Sumatera Utara), hlm. 16-17, diakses pada tanggal 15 
Februari 2013. 
54 Ibid, hlm. 17. 
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Asal-usul kata telematika ini berawal dari istilah Prancis, yaitu 
telematique yang kemudian menjadi istilah umum di Eropa. 
Telematika/telematics diartikan untuk memperlihatkan bertemunya sistem 
jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Dalam 
perkembangannya, telematics diartikan sebagai singkatan dari 
telecommunication and informatics sebagai wujud dari perpaduan konsep 
computing and communication. Selain itu, istilah telematika juga ditujukan 
untuk memperlihatkan perkembangan konvergensi antara teknologi 
telekomunikasi, media dan informatika yang semula berkembang secara 
terpisah. Perwujudan dari konvergensi telematika yaitu penyelenggaraan 
sistem elektronik yang berbasiskan teknologi digital yang popular dengan 
istilah the Net. Istilah telematika, Teknologi Informasi (IT), multimedia 
ataupun Information and Communication Technologies (ICT) mempunyai 
maksud dan makna yang tidak jauh berbeda.55  
Sedangkan definisi produk elektronika dijelaskan dalam Pasal 1 
angka 2 Permendag No.19/M-DAG/PER/5/2009, yaitu produk-produk 
elektronika konsumsi yang dipergunakan dalam kehidupan rumah tangga. 
Selain definisi dari Pemendag tersebut, penulis juga mencoba 
menguraikan definisi  elektronika yang diperoleh dari Ensiklopedia 
Indonesia, yakni:  
Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus 
lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol 
aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat 
seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, 
                                                           
55 Edmon Makarim, dkk, op.cit, hlm. 3-5 
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semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari 
alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, 
sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit 
elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, 
dan ilmu/teknik elektronika dan instrumentasi. Alat-alat yang 
menggunakan dasar kerja elektronika ini disebut sebagai 
peralatan elektronik (electronic devices). Alat elektronik yang 
ditujukan untuk penggunaan sehari-hari dan dapat digunakan 
untuk hiburan, komunikasi, serta bisnis disebut dengan 
elektronik konsumen. Penyiaran radio pada awal abad ke-20 
menciptakan produk konsumen terbesar pada saat itu, yaitu 
penerima siaran radio. Produk selanjutnya yang termasuk dalam 
elektronik konsumen adalah komputer pribadi, telepon, pemutar 
MP3, perangkat audio, televisi, kalkulator, sistem navigasi 
kendaraan GPS, kamera digital, serta pemutar dan perekam 
media video seperti DVD, VHS, atau perekam kamera video 
(camcorder). Secara meningkat, produk-produk ini telah menjadi 
dasar teknologi digital, dan telah bergabung dengan industri 
komputer.56 
 
B. Jaminan/Garansi Dalam Perlindungan Konsumen 
Pada era globalisasi dan perdagangan bebas, diharapkan 
terjadinya persaingan jujur karena arus barang dan/atau masuk ke suatu 
negara secara bebas. Persaingan jujur adalah suatu persaingan dimana 
konsumen dapat memiliki barang dan atau jasa karena jaminan kualitas 
dengan harga yang wajar.57 
Jaminan terhadap kualitas produk dapat dibedakan atas dua 
macam, yaitu expressed warranty dan implied warranty.58 
a. Expressed Warranty atau jaminan secara tegas adalah suatu 
jaminan atas kualitas produk, yang dinyatakan oleh penjual atau 
distributornya secara lisan atau tulisan. Dengan expressed warranty 
                                                           
56 Wikipedia Indonesia, Elektronika, (http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronika, diakses pada 
tanggal 17 Maret 2013). 
57 Sri Redjeki Hartono, op.cit. hlm. 83. 
58 Edmon Makarim, dkk, op.cit, hlm. 366-367. 
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ini, berarti produsen sebagai pihak yang yang menghasilkan barang 
dan/atau jasa dan penjual sebagai pihak yang menyalurkan barang 
ke konsumen bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban 
menjamin mutu barang dan/atau jasa yang produksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku 
terhadap kekurangan atau kerusakan dalam produk yang dijualnya. 
Dalam hal demikian, konsumen dapat mengajukan tuntutannya 
berdasarkan adanya wanprestasi dari pihak penjual. 
b. Implied Warranty adalah jaminan berasal dari undang-undang atau 
hukum. Jadi jaminan itu selalu mengikuti suatu produk yang dijual 
kecuali diperjanjikan lain. Apabila penjual telah meminta 
diperjanjikan untuk tidak menanggung sesuatu apa pun dalam hal 
adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, hal itu 
berarti bahwa adanya cacat tersembunyi pada barang itu menjadi 
risiko pembeli sendiri. Jadi jaminan yang diberikan dalam implied 
warranty adalah jaminan tentang pemilikan, jaminan tentang 
kelayakan, dan jaminan bahwa yang dijual cocok untuk dipasarkan. 
Namun, penerapan prinsip ini kemudian menjadi masalah dari 
pihak konsumen, yaitu untuk membuktikan kesalahan dari pihak 
pelaku usaha.  
Jaminan kualitas produk tersebut menjamin produk terbebas dari 
kesalahan dalam pekerjaan dan kegagalan bahan. Jaminan produk 
merupakan bagian dari hukum jaminan. Sumber pengaturan hukum 
47 
 
jaminan terdapat dalam KUHPerdata dan beberapa peraturan diluar 
KUHPerdata serta mengacu kepada ketentuan hukum adat. Dalam Buku II 
KUHPerdata diatur mengenai jaminan kebendaan yang meliputi piutang-
piutang yang diistimewakan, gadai, dan hipotek. Sedangkan dalam Buku 
III KUHPerdata diatur mengenai jaminan perseorangan, yaitu 
penanggungan utang (borgtocht), perikatan tanggung menanggung dan 
perjanjian garansi.59 
Jaminan produk biasanya disebut dengan istilah garansi. 
Berdasarkan uraian di atas, perjanjian garansi dikategorikan sebagai 
jaminan perorangan. Maka disimpulkan bahwa jaminan produk termasuk 
bagian dari jaminan perorangan. Menurut Sri Soedewi Masjchoen jaminan 
perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada 
perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan pada debitur tertentu, 
terhadap harta kekayaan debitur umumnya.60 Adapun unsur jaminan 
perorangan berdasarkan pengertian tersebut yaitu menimbulkan 
hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat dipertahankan pada 
debitur tertentu, dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya. 
Subekti mengartikan jaminan perorangan sebagai suatu perjanjian 
antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang 
menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat 
diadakan di luar atau tanpa si berhutang tersebut.61 
                                                           
59 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23-25. 
60 H.Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 217. 
61 Ibid, hlm. 218. 
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Perjanjian garansi diatur dalam Pasal 1316 KUHPerdata yaitu 
bahwa meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau 
menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini 
akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran 
ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau 
yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan 
sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya. 
Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa garansi atau yang 
lazim pula disebut warranty adalah surat keterangan dari suatu produk 
bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan 
pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Surat tersebut 
biasa disebut dengan kartu garansi atau kartu jaminan. Definisi mengenai 
kartu garansi/kartu jaminan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 8 
Permendag No.19/M-DAG/PER/5/2009, yaitu kartu yang menyatakan 
adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan 
purna jual produk telematika dan elektronika.  
Dalam Pasal 2 ayat (1) permendag ini dinyatakan bahwa Setiap 
produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk 
diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk 
penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia. Untuk produk-
produk yang wajib dilengkapi dengan kartu jaminan terdapat dalam 
Lampiran I Permendag ini. Produk-produk tersebut, penulis lampirkan juga 
dalam Lampiran I skripsi ini. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Permendag 
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ini mengindikasi bahwa pemerintah tidak ingin lagi melihat ada produk 
telematika dan elektronika tertentu yang tidak memiliki kartu garansi 
beredar dipasaran. Hal ini sebenarnya merupakan salah satu langkah 
yang ditempuh pemerintah untuk mengurangi peredaran produk illegal. 
Dengan adanya peraturan ini, maka dapat dikatakan bahwa garansi 
tidak harus digantungkan lagi terhadap ada atau tidaknya ditentukan 
dalam suatu perjanjian. Artinya meskipun dalam perjanjian para pihak 
tidak ditentukan mengenai garansi, pihak konsumen dapat menuntut ganti 
rugi terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam 
menyediakan kartu garansi. 
Garansi yang diberikan oleh penjual dipasaran ada dua macam 
yaitu garansi toko dan garansi resmi. Garansi toko ini diberikan oleh toko 
tempat membeli suatu produk dengan tujuan untuk memberikan jaminan. 
Garansi toko ini diberikan karena sebenarnya produk tersebut tidak 
disertai dengan garansi resmi, dengan kata lain produk tersebut diperoleh 
secara illegal.  
Penjual bermaksud menjual produk dengan kualitas sama akan 
tetapi dengan harga yang lebih murah untuk menarik minat konsumen 
namun sebenarnya barang yang dijual itu adalah barang yang ilegal, 
dipasok secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemerintah 
guna menghindari pajak.62 Produk seperti ini tidak memiliki garansi resmi.   
Garansi resmi adalah garansi yang diberikan terhadap produk yang dalam 
                                                           
62 Rotua H.S. HSB, Jaminan Produk Dalam Jual Beli Barang Elektronik Laptop, (Skripsi, 
repository.usu.ac.id, Sumatera Selatan), hlm. 2, diakses pada tanggal 15 Februari 2013. 
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peredarannya memperoleh izin resmi dari Pemerintah Republik Indonesia 
khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia. 63 
Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) Permendag No.19/M-
DAG/PER/5/2009 ditentukan bahwa kartu jaminan harus memuat 
informasi sekurang-kurangnya: 
a. Masa garansi; 
b. Biaya perbaikan gratis selama masa garansi yang diperjanjikan; 
c. Pemberian pelayanan purna jual berupa jaminan ketersedian suku 
cadang dalam masa garansi dan pasca garansi; 
d. Nama dan alamat pusat pelayanan purna jual (Service Center); 
e. Nama dan alamat tempat usaha produsen (perusahaan/pabrik) 
untuk produk dalam negeri; dan 
f. Nama dan alamat tempat usaha importir untuk produk impor. 
Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (3) ditentukan bahwa pemberian 
pelayanan purna jual selama masa garansi dan pasca garansi berupa 
ketersediaan pusat pelayanan purna jual (Service Center), ketersediaan 
suku cadang, penggantian produk sejenis apabila terjadi kerusakan yang 
tidak dapat diperbaiki selama masa garansi yang diperjanjikan, dan 
penggantian suku cadang sesuai jaminan selama masa garansi yang 
diperjanjikan. 
Dalam ketentuan Pasal 5 ditentukan bahwa produsen atau importir 
produk telematika dan elektronika harus memiliki paling sedikit 6 (enam) 
                                                           
63 Ibid, hlm. 3. 
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pusat pelayanan purna jual yang berada di kota besar dan/atau di 
perwakilan daerah beredarnya produk telematika dan elektronika, jika 
produsen dan importir tidak memiliki pelayanan purna jual harus 
bekerjasama dengan pihak lain yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian 
Kerjasama. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa kartu 
garansi ini sangat penting karena selain menjamin mengenai adanya 
garansi terhadap suatu produk juga memberikan kejelasan kepada 
pembeli tentang di mana sebenarnya pelayanan purna jual suatu produk, 
karena ternyata alamat pelayanan purna jual suatu produk tercantum 
dalam kartu garansi. 
Dalam Standar Nasional Indonesia Nomor 7229:2007 dijelaskan 
bahwa Pelayanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh 
prinsipal kepada konsumen terhadap barang yang dijual dalam hal daya 
tahan dan kehandalan operasional. Standar ini menetapkan ketentuan 
umum jasa pelayanan purna jual terhadap barang yang pemanfaatannya 
berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan bukan merupakan 
barang uji coba atau rekondisi. 
Pengertian tentang layanan purna jual dapat juga dilihat dalam 
Pasal 1 angka 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Republik Indonesia No. 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata 
Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar. Dalam 
pasal tersebut ditentukan bahwa pelayanan purna jual adalah pelayanan 
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yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang 
dan/atau jasa yang dijual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, 
kehandalan operasional sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun. 
Dalam Lampiran II Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2009 diatur 
mengenai persyaratan teknis pusat pelayanan purna jual untuk produk 
telematika dan elektronika yaitu:  
1. Ruang kerja tetap dan/atau bergerak.  
2. Tenaga teknik yang kompeten di bidang servis produk telematika 
dan elektronika dan akses terhadap perkembangan teknologi 
perbaikan.  
3. Memiliki sistem manajemen pusat pelayanan purna jual (service 
center), meliputi antara lain Standar Operasional Prosedur (SOP) 
atau pedoman teknik/pedoman servis pemeriksaan, perawatan, 
perbaikan, dan penggantian.  
4. Memiliki peralatan berupa mesin, alat perkakas, atau alat 
pengetesan/pengujian yang diperlukan untuk perawatan dan 
perbaikan barang bagian, komponen, dan/atau asesorisnya.  
5. Ketersediaan bagian, komponen, dan asesoris yang mempengaruhi 
fungsi dan kegunaan barang yang diperlukan untuk kegiatan 
perawatan, perbaikan, dan/atau penggantian. 
6. Ketersediaan pelatihan bagi petugas pemeriksaan, perawatan 
(service) berkala, perbaikan dan/atau penggantian guna 
meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga teknik.  
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7. Sarana komunikasi yang diperlukan untuk berhubungan dengan 
pelanggan.  
Menurut AZ. Nasution, bahwa layanan purna jual sebenarnya 
meliputi masalah kepastian atas: 
1. Ganti rugi jika barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian 
semula. 
2. Jika ada kerusakan tertentu terhadap barang yang digunakan maka 
diperbaiki secara cuma-cuma selama jangka waktu garansi. 
3. Suku cadang selalu tersedia dalam jangka waktu yang relatif lama 
setelah transaksi konsumen dilakukan.  
Kemudian dalam Permendag tersebut juga ditetapkan bahwa 
apabila produk telematika dan produk elektronika tersebut tidak dilengkapi 
dengan kartu garansi maka produsen atau importir harus menariknya dari 
peredaran. Penarikan itu berdasarkan perintah Direktur Jenderal atas 
nama Menteri dan biaya penarikannya dibebankan kepada produsen atau 
importir. Jika pelaku usaha atau importir tidak menarik produknya maka 
akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) dan pencabutan perizinan teknis lainnya serta dapat 
juga dapat dikenakan sanksi yang ada dalam UUPK. Hal-hal tersebut 
dapat dilihat Pasal 9, Pasal 19 dan Pasal 22 Permendag No.19/M-
DAG/PER/5/2009. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Metode Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
yaitu metode penelitian yuridis empiris yaitu metode yang menggunakan 
data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan 
data primer. Data primer tersebut diperoleh melalui keterangan dan 
informasi dari informan.  
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan alasan bahwa 
Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang 
dimana terdapat banyak produk telematika dan elektronika yang beredar. 
C. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dengan 
upaya perlindungan konsumen di Makassar. Sedangkan sampelnya dipilih 
melalui teknik purposive sampling yakni bahwa teknik pemilihan sampel ini 
disesuaikan dengan tujuan penelitian. Yang menjadi sampel penelitian 
yaitu:  
1. 1 (satu) orang dari Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan yang 
bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Permendag No.19/M-DAG/PER/5/2009. 
2. 2 (dua) orang dari Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan. 
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3. 6 (enam) toko telematika dan elektronika di Makassar yang tidak 
menyertakan kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa 
Indonesia bagi produknya. 
4. 10 (sepuluh) orang Konsumen yang pernah mengalami kerugian 
atau belum pernah mengalami kerugian akibat menggunakan 
produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu 
jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai jawaban atas 
permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis melakukan teknik 
pengumpulan data dengan cara: 
1.  Studi kepustakaan (library research) yaitu melakukan 
pengumpulan data sekunder yang berasal dari buku-buku hukum, 
peraturan perundang-perundangan, jurnal, dan artikel dari internet 
serta bahan bacaan lainnya. 
2. Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data yang dilakukan 
dilapangan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait 
dengan perlindungan konsumen guna untuk mendapatkan data 
primer. 
E. Sumber Data 
Sumber data dalam penulisan skripsi ini yaitu: 
1. Sumber data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung 
yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak-pihak 
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Disperindag Sulsel, YLK Sulsel, dan Pemilik atau karyawan Toko 
Telematika dan Elektronika serta konsumen mengenai 
perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk telematika 
dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu jaaminan/garansi 
purna jual dalam Bahasa Indonesia. 
2. Sumber data sekuder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum 
yang telah ada berupa: 
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat 
berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam skripsi ini 
seperti peraturan-peraturan tentang perlindungan konsumen. 
b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan doktrin atau 
pendapat para ahli hukum terkemuka yang berhubungan 
dengan judul skripsi ini. 
c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang dapat 
memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. 
F. Analisis Data 
Data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder 
yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif 
kualitatif, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh baik berupa kata-
kata lisan atau tertulis dari pihak yang diwawancarai. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor Penyebab Beredarnya Produk Telematika dan Elektronika 
yang Tidak Disertai dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual 
Dalam Bahasa Indonesia 
Mengonsumsi barang dan/atau jasa merupakan salah satu aktivitas 
yang setiap hari atau bahkan setiap jam dilakukan. Tetapi ada kalanya 
ketika mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut kita merasa ada saja 
yang kurang dengan produk yang dikonsumsi itu. Hal inilah yang sering 
terjadi terhadap produk telematika dan elektronika.  
Pelaku usaha sering mempromosikan produk yang mereka 
tawarkan dengan menyatakan bahwa produk tersebut merupakan produk 
yang memiliki kualitas yang baik, tahan lama, ekonomis dan hal-hal lain 
yang bisa menarik minat beli konsumen. Namun kadang kala hal tersebut 
tidak sesuai dengan realitanya. 
Di pasaran biasa didapatkan produk telematika dan elektronika 
dengan harga yang murah namun dengan kualitas yang rendah pula. 
Pelaku usaha seolah-olah bersikap tidak mau tahu dan cenderung 
bersikap acuh terhadap permasalahan ini. Padahal mereka mengetahui 
bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang 
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa 
serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan dan 
kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 
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dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku. 
Dalam hal menjamin mutu barang dan/atau jasa inilah kemudian 
pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
mengeluarkan suatu peraturan yang mewajibkan agar setiap produk 
telematika dan elektronika yang diperdagangkan di Indonesia dilengkapi 
dengan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia. Kewajiban 
berbahasa Indonesia tesebut dapat disandingkan dengan bahasa asing. 
Hal ini sebagaimana dimaksud   dalam Pasal 2 Permendag No. 19/M-
DAG/PER/05/2009, bahwa: 
(1) Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau 
diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib 
dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam 
Bahasa Indonesia. 
(2) Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa asing sesuai 
kebutuhan. 
 
Kewajiban ini sebenarnya ditentukan dalam rangka menjamin 
diperolehnya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai, digunakan, atau 
dimanfaatkan oleh konsumen. 
Kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia yang 
selanjutnya disebut kartu jaminan ialah kartu yang menyatakan adanya 
jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual 
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produk telematika dan elektronika.64 Khusus mengenai kartu jaminan itu 
sendiri, pemerintah memberikan batasan-batasan mengenai hal-hal apa 
saja yang seharusnya ada di dalam kartu tersebut guna untuk 
memberikan informasi yang jelas bagi konsumen. Batasan-batasan 
tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permendag ini, yang isinya sebagai 
berikut: 
Kartu jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus 
memuat informasi sekurang-kurangnya: 
a. Masa garansi; 
b. Biaya perbaikan gratis selama masa garansi yang diperjanjikan; 
c. Pemberian pelayanan purna jual berupa jaminan ketersedian 
suku cadang dalam masa garansi dan pasca garansi; 
d. Nama dan alamat pusat pelayanan purna jual (Service Center); 
e. Nama dan alamat tempat usaha produsen (perusahaan/pabrik) 
untuk produk dalam negeri; dan 
f. Nama dan alamat tempat usaha importir untuk produk impor. 
 
Kejelasan mengenai masa garansi ini sangat penting bagi 
konsumen sebab dengan adanya masa garansi yang dicantumkan dalam 
kartu garansi maka konsumen dapat mengetahui berapa tenggang waktu 
yang mereka miliki untuk dapat mengajukan klaim jika ada kerusakan 
terhadap produk yang mereka beli. Biaya perbaikan gratis selama masa 
garansi yang diperjanjikan, ini juga merupakan hal yang tidak kalah 
penting karena dengan ini dapat diketahui biaya-biaya apa saja yang 
digratiskan. 
Nama dan alamat pusat pelayanan purna jual (Service Center), 
nama dan alamat tempat usaha produsen (perusahaan/pabrik) untuk 
                                                           
64 Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.19/M-
DAG/PER/05/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/ 
Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika. 
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produk dalam negeri dan nama dan alamat tempat usaha importir untuk 
produk impor dibutuhkan agar konsumen mengetahui tempat pengajuan 
klaim garansi. 
Point c dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu pemberian pelayanan purna 
jual berupa jaminan ketersedian suku cadang dalam masa garansi dan 
pasca garansi sebenarnya merupakan salah satu batasan garansi yang 
amat penting karena dengan adanya hal ini maka dapat diketahui 
mengenai apa yang digaransikan atau pelayanan purna jual apa yang 
diberikan, adanya pusat pelayanan purna jual (service center) dan adanya 
suku cadang yang tersedia jika suatu saat suku cadang produk yang dibeli 
oleh konsumen mengalami kerusakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat 
(3) Permendag No.19/M-DAG/PER/05/2009, yang menentukan bahwa: 
Pemberian pelayanan purna jual selama masa garansi dan pasca 
garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa: 
a. Ketersediaan pusat pelayanan purna jual (Service Center); 
b. Ketersediaan suku cadang; 
c. Penggantian produk sejenis apabila terjadi kerusakan yang tidak 
dapat diperbaiki selama masa garansi yang diperjanjikan; dan 
d. Penggantian suku cadang sesuai jaminan selama masa garansi 
yang diperjanjikan. 
 
Selanjutnya dalam ayat (4) Permendag ini disebutkan bahwa 
Pemberian pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak berlaku bagi produk yang telah diperbaiki oleh pusat pelayanan 
purna jual (service center) lain, selain yang tercantum dalam kartu 
jaminan.  
Pengertian layanan purna jual dapat ditemukan pada Bab I Pasal 1 
angka 12 Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik 
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Indonesia (KEPMENPERINDAG) Nomor 634/MPP/Kep/9/2002. Dalam 
pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pelayanan 
Purna Jual adalah pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada 
konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual dalam hal jaminan mutu, 
daya tahan, kehandalan operasional sekurang-kurangnya selama 1 (satu) 
tahun. Dalam Kepmenperindag ini dijelaskan bahwa semua barang yang 
dijual oleh produsen wajib memberikan pelayanan purna jual tanpa 
terkecuali. 
Menurut penulis, seharusnya dalam kartu jaminan/garansi tersebut 
memuat juga mengenai lamanya waktu perbaikan. Dijelaskan bahwa 
untuk kerusakan jenis tertentu maka jangka waktu perbaikannya adalah 
selama dalam waktu tertentu pula. Misalnya untuk kerusakan layar pada 
handphone maka jangka waktu perbaikannya adalah 7 hari. Hal ini 
dimaksudkan agar pelaku usaha tidak berlaku sewenang-wenang kepada 
konsumen dengan meminta konsumen untuk menunggu selama sebulan, 
dua bulan atau bahkan setahun untuk perbaikan yang sebenarnya bisa 
diselesaikan hanya dalam waktu seminggu. 
Meskipun peraturan mengenai kewajiban menyertakan kartu 
jaminan/garansi ini dikeluarkan pemerintah untuk melindungan hak 
konsumen. Tetapi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua 
konsumen mengerti akan arti pentingnya kartu jaminan/garansi bagi 
produk telematika dan elektronika. Dari 10 orang konsumen yang 
diwawancarai 4 orang menyatakan bahwa mereka selalu menanyakan 
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mengenai ketersediaan kartu jaminan/garansi produk telematika dan 
elektronika yang dibeli , 3 orang yang menyatakan bahwa mereka hanya 
sekali-kali menanyakan mengenai ketersediaan kartu jaminan/garansi 
produk telematika dan elektronika dan 3 orang menyatakan bahwa 
mereka tidak pernah menanyakan mengenai ketersediaan kartu 
jaminan/garansi produk telematika dan elektronika yang mereka beli. 
Seharusnya konsumen selalu menanyakan mengenai ketersediaan 
kartu jaminan/garansi produk telematika dan elektronika yang dibeli 
karena hal ini merupakan hak mereka. Dengan kartu jaminan/garansi 
tersebut maka konsumen dapat mengetahui hal-hal sebagaimana yang 
terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Permendag No.19/M-DAG/PER/05/2009 
dan juga dapat mengetahui mengenai sanksi atau akibat yang dapat 
diterima oleh konsumen apabila tidak melakukan apa yang tertera dalam 
kartu garansi. Dengan melakukan hal tersebut, konsumen tidak hanya 
menuntut pemenuhan haknya tetapi juga membantu pemerintah dalam 
menegakkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. 
Dalam hal ini, bukan hanya konsumen yang diharapkan untuk 
menuntut haknya tetapi juga diharapkan kesadaran dari pelaku usaha 
untuk memenuhi kewajibannya yaitu menyediakan kartu jaminan/garansi 
terhadap produk telematika dan elektronika yang mereka pasarkan. 
Kewajiban untuk melengkapi setiap produk telematika dan elektronika 
dengan kartu jaminan/garansi masih sering diabaikan oleh pelaku usaha.  
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Pelanggaran untuk melengkapi produk telematika dan elektronika 
dengan kartu jaminan/garansi purna jual masih banyak terjadi di 
Makassar. Berdasarakan hasil wawancara penulis dengan pihak 
Disperindag Sul-Sel yaitu Akbar Mansyur Tadaga, mengatakan bahwa 
pada tanggal 06 Juni 2012, pihaknya melakukan Inspeksi Dadakan 
(SIDAK) di Makassar Mall Panakukang (MP) dan Makassar Town Square 
(M-TOS). Di dalam SIDAK tersebut, pihak disperindag menarik beberapa 
produk telematika dan elektronika dari Cina dan Taiwan dengan berbagai 
macam merek karena produk tersebut tidak disertai dengan kartu 
jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia. 
Pelanggaran pelaku usaha tersebut dilakukan dengan berbagai 
macam alasan. Salah satu alasannya yaitu adanya anggapan pelaku 
usaha bahwa produk yang mereka tawarkan adalah produk yang tidak 
cepat rusak sehingga tidak wajib bagi produknya untuk dilengkapi dengan 
kartu jaminan/garansi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara singkat yang 
penulis lakukan terhadap salah satu karyawan toko telematika dan 
elektronika disalah satu pusat perbelanjaan terbesar di Makassar.  
Alasan yang dikemukakan oleh responden tersebut adalah alasan 
yang tidak dapat dibenarkan. Meskipun produk yang mereka tawarkan itu 
memiliki kualitas yang bagus tetapi mereka tidak dapat menjamin bahwa 
semua produk tersebut memiliki kualitas yang sama. Karena bisa saja 
terjadi kesalahan di antara salah satu produk tersebut pada saat proses 
pembuatannya. 
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Sebenarnya sifat konsumen yang kurang kritis dan bersifat acuh 
terhadap ada tidaknya kartu jaminan/garansi bagi produk yang ditawarkan 
pelaku usaha kepadanya, juga merupakan salah satu alasan sehingga 
pelaku usaha tidak melengkapi produknya dengan kartu jaminan/garansi. 
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa konsumen, 
sebagian dari mereka menganggap bahwa kartu jaminan/garansi itu tidak 
penting dan mereka sendiri jarang menanyakan garansi ketika membeli 
suatu produk. 
Menurut Koordinator Bidang Pengawasan Barang Beredar 
Sulawesi Selatan (Kabid PBB Sulsel), Akbar Mansyur Tadaga bahwa 
faktor yang menyebabkan beredarnya produk yang tidak disertai dengan 
kartu jaminan/garansi dipasaran adalah: 
1. Produk yang dilaporkan pelaku usaha dalam hal ini importir  untuk 
dijual di Indonesia tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. 
Misalnya importir melaporkan kepada pihak kementerian bahwa 
mereka akan memasukkan 10 produknya untuk dijual di Indonesia. 
Kemudian pihak kementerian mendaftarkan produk tersebut.  
Tetapi ternyata pihak importir memasukkan 1000 produknya 
sehingga dalam hal ini ada 990 produk yang tidak diketahui oleh 
pihak kementerian. Produk yang jumlahnya 990 tersebut 
merupakan produk illegal. 
2. Permintaan konsumen itu sendiri. Banyak permintaan konsumen 
menyebabkan produk tersebut masuk secara serempak tanpa 
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peduli apakah produk itu sudah memenuhi persyaratan atau tidak. 
Karena yang diutamakan adalah produk itu masuk dulu di pasaran 
untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 
3. Banyaknya pelabuhan tidak resmi yaitu pelabuhan yang 
menggampangkan produk masuk. Pelabuhan-pelabuhan ini 
biasanya tidak terdeteksi oleh pihak disperindag sehingga 
pengawasan produk ini pun tidak terlalu maksimal yang 
menyebabkan beredarnya produk tersebut di pasaran. 
4. Mudahnya bagi pelaku usaha untuk menyelundupkan produk-
produk kecil. Biasanya pihak pemerintah sering terlibat langsung 
dalam usaha penyelundupan ini.  
Berdasarkan argumen di atas, penulis menyatakan bahwa faktor 
yang dimaksudkan oleh pihak disperindag yaitu kecurangan dari pelaku 
usaha, adanya permintaan konsumen itu sendiri, adanya pelabuhan-
pelabuhan yang tidak resmi dan adanya pihak dari pemerintah yang 
terlibat di dalamnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata peredaran 
produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu 
jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia itu dikarenakan 
adanya pihak dari pemerintah sendiri yang meloloskan produk tersebut 
secara diam-diam. 
Dari hasil wawancara penulis dengan Koordinator Bidang Litbang 
Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan (YLK SULSEL),               
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Al Mujahid Akmal, bahwa penyebab beredarnya produk-produk yang tidak 
disertai dengan kartu jaminan/garansi dipasaran yaitu: 
1. Ketidakpatuhan produsen terhadap Permendag No.19/2009. 
2. Kebijakan pengawasan dari kementerian perdagangan sampai ke 
dinas-dinas itu belum berjalan. Kalau peraturan ini ditegakkan maka 
ketika ditemukan produk-produk yang tidak sertai dengan kartu 
jaminan/garansi beredar seharusnya ditarik. Karena itu akan 
merugikan konsumen kalau tetap dibeli. 
Penulis menganggap bahwa apa yang dikemukakan oleh Akbar 
Mansyur Tadaga dan Al Mujahid Akmal, itu mempunyai kaitan yaitu 
mengenai faktor kecurangan pelaku usaha itu disebabkan karena 
ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap Permendag No. 19/M-
DAG/PER/05/2009. Kemudian mengenai point 1 sampai 4 itu dapat 
teratasi jika pengawasan itu diperketat. Jadi dalam hal ini, faktor 
pengawasan merupakan hal yang sangat perlu untuk dilaksanakan. 
Berbicara mengenai kecurangan pelaku usaha, maka penulis akan 
membahas mengenai kecurangan pelaku usaha dalam memberikan 
garansi. Garansi yang dikenal dipasaran ada dua yaitu garansi toko dan 
garansi resmi (garansi pabrik). Garansi toko ini diberikan oleh toko tempat 
membeli suatu produk dengan tujuan untuk memberikan jaminan. Garansi 
toko ini diberikan karena sebenarnya produk tersebut tidak disertai dengan 
garansi resmi, dengan kata lain produk tersebut diperoleh secara illegal. 
Penjual bermaksud menjual produk dengan kualitas sama akan tetapi 
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dengan harga yang lebih murah untuk menarik minat konsumen namun 
sebenarnya barang yang dijual itu adalah barang yang ilegal, dipasok 
secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemerintah guna 
menghindari pajak.65 Produk seperti ini tidak memiliki garansi resmi 
(garansi pabrik). 
Garansi resmi adalah garansi yang diberikan terhadap produk yang 
dalam peredarannya memperoleh izin resmi dari Pemerintah Republik 
Indonesia khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Republik 
Indonesia. 66 
Menurut Akbar Mansyur Tadaga (Kabid PBB Sulsel), sebenarnya 
tidak dikenal istilah garansi toko. Garansi toko itu hanyalah akal-akalan 
pelaku usaha untuk menarik minat beli konsumen dan mengelabui 
konsumen bahwa produk tersebut adalah produk resmi. Garansi yang 
diakui hanyalah garansi pabrik. Garansi pabrik itu adalah garansi yang 
langsung dari pabriknya dan telah mendapat izin dari pemerintah.67 
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Telematika 
dan Elektronika yang Tidak Disertai dengan Kartu Jaminan/ 
Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia 
Di Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen ada dua 
yaitu bentuk perlindungan hukum yang timbul dari adanya perjanjian yang 
dibuat dan disepakati oleh para pihak dan bentuk perlindungan hukum 
                                                           
65 Rotua H.S. HSB. Loc.cit. 
66 Ibid. 
67 Rotua H.S. HSB, op.cit, hlm. 3. 
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yang diberikan oleh negara melalui suatu peraturan perundang-undangan 
yang menyangkut masalah perlindungan konsumen. Untuk lebih jelasnya, 
penulis akan merinci kedua hal tersebut yaitu: 
1. Bentuk Perlindungan Hukum yang Timbul dari Perjanjian 
Definisi perjanjian sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1313 
KUHPerdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 
Menurut sebagian besar sarjana hukum, definisi yang dirumuskan 
dalam pasal tersebut belum lengkap dan terlalu luas. Dikatakan belum 
lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak. 
Sedangkan perjanjian dua belah pihak seolah-olah tidak dirumuskan di 
dalam pasal ini. Kata yang menjadikan definisi ini terlalu luas yaitu kata 
perbuatan. Karena kata perbuatan itu sendiri dapat mencakup perbuatan 
yang menimbulkan akibat hukum dan perbuatan yang tidak menimbulkan 
akibat hukum. 
Selanjutnya perjanjian itu dianggap sah apabila telah memenuhi 
empat syarat yaitu sepakat, cakap, ada objek tertentu dan objeknya halal 
yaitu objek yang tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan 
ketertiban umum. Keempat syarat ini terdapat dalam Pasal 1320 
KUHPerdata. Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terjadi apabila 
ada kesepakatan dari para pihak yang cakap untuk melakukan perbuatan 
hukum terhadap suatu objek tertentu yang tidak dilarang atau 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 
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Dari kesepakatan para pihak inilah sebenarnya dapat diketahui 
bentuk perlindungan hukum apa yang dapat diperoleh oleh pihak yang 
terlibat dalam perjanjian tersebut. Karena biasanya sebelum perjanjian 
itu terjadi, para pihak sudah melakukan kesepakatan mengenai 
bagaimana bentuk perlindungan hukum yang akan mereka tempuh 
nanti, jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi. 
Terhadap debitur yang wanprestasi maka diancam beberapa 
sanksi atau hukuman,yaitu:68 
a. Ganti-rugi; 
b. Pembatalan perjanjian;  
c. Peralihan resiko; 
d. Biaya perkara. 
Ganti-rugi dapat berupa biaya, rugi dan bunga.  Yang dimaksud 
dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang 
nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian 
akibat kerusakan barang. Sedangkan bunga adalah kerugian akibat 
kehilangan keuntungan.69 
Untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditor karena 
terjadinya wanprestasi, maka dapat dituntut hal berikut:70 
1) Pembatalan kontrak saja; 
2) Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi; 
                                                           
68 Subekti, loc.cit.  
69 Ibid. hlm. 47. 
70 Ahmadi Miru, loc.cit. 
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3) Pemenuhan kontrak saja; 
4) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. 
Menganalisis hal di atas, maka dapat dikatakan bahwa jika 
konsumen diberikan jaminan/garansi atas produk yang mereka beli 
maka konsumen dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perjanjian 
apabila pelaku usaha melakukan tindakan wanprestasi terhadap apa 
yang telah dijanjikan dalam garansi tersebut. Namun jika pelaku usaha 
tidak memberikan jaminan/garansi kepada konsumen maka konsumen 
tidak dapat melakukan tuntutan ganti rugi berdasarkan perjanjian 
apabila terdapat kerusakan terhadap produk yang mereka beli.  
2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan melalui suatu 
Peraturan  
Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah 
perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan agar hak-hak yang dimiliki konsumen tidak dirugikan atau 
untuk melindungi pihak konsumen dari tindakan curang pelaku usaha.  
Adapun peraturan yang mengatur tentang perlindungan 
konsumen secara umum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini diatur 
mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang 
terdapat dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 dengan tujuan agar konsumen 
dan pelaku usaha dapat mengetahui apa saja yang menjadi hak dan 
kewajibannya. 
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Apabila pelaku usaha melanggar kewajibannya, maka konsumen 
dapat menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha sebagaimana terdapat 
dalam Pasal 19 sampai Pasal 28 UUPK melalui cara menggugat pelaku 
usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UUPK. 
Adapun isi Pasal 45 yaitu: 
(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku 
usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa 
antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang 
berada di lingkungan peradilan umum. 
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 
pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela 
para pihak yang bersengketa. 
(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab 
sebagaimana diatur dalam undang-undang. 
(4) Apabila telah dipilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 
gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak 
atau oleh para pihak yang bersengketa. 
 
Konsumen dan pelaku usaha dapat memilih apakah mereka akan 
menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan sebagaimana yang 
terdapat dalam Pasal 48 UUPK ataukah akan  menyelesaikan 
sengketanya diluar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 
UUPK melalui badan Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Pasal 49 
sampai Pasal 58 UUPK. 
Tuntutan yang dapat diajukan kepada pelaku usaha tidak hanya 
tuntutan secara perdata akan tetapi apabila pelaku usaha terbukti 
melakukan tindak pidana maka pelaku usaha juga dapat dituntut secara 
pidana melalui jalur pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 61 sampai 
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Pasal 63 UUPK. Dimana pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan 
terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. 
Berdasarkan dua bentuk perlindungan hukum yang telah 
dikemukakan di atas, maka penulis menganalisis bahwa konsumen tidak 
dapat menuntut pelaku usaha berdasarkan perjanjian atas kerugian yang 
dideritanya akibat membeli produk telematika dan elektronika yang tidak 
disertai kartu jaminan/garansi purna jual. Hal ini karena tuntutan ganti rugi 
berdasarkan perjanjian itu baru timbul ketika telah dilakukan perjanjian 
terlebih dahulu sebelum proses transaksi jual beli berlangsung. Berbeda 
jika pelaku usaha memberikan jaminan/garansi bagi produk yang 
konsumen beli namun pelaku usaha lalai atau wanprestasi dalam 
memenuhi jaminan/garansi tersebut maka konsumen dapat melakukan 
tuntutan ganti rugi karena telah ada perjanjian yang mendahuluinya. 
Meskipun konsumen tidak dapat memperoleh bentuk perlindungan 
hukum berdasarkan perjanjian atas kerugian yang diderita akibat 
mengonsumsi produk yang tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi, 
tetapi konsumen dapat memperoleh bentuk perlindungan hukum melalui 
peraturan perundang-undangan. Peraturan yang mengatur mengenai hal 
ini yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-
DAG/PER/05/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) 
dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi 
Produk Telematika dan Elektronika. 
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Dalam uraian sebelumnya disebutkan bahwa dalam Pasal 2 
Permendag ini mewajibkan produk telematika dan elektronika dilengkapi 
dengan kartu jaminan/garansi purna jual. Artinya dengan adanya 
kewajiban ini, maka konsumen tetap dapat melakukan tuntutan ganti rugi 
kepada pelaku usaha apabila mengalami kerugian akibat mengonsumsi 
produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu 
jaminan/garansi purna jual.  
Dengan demikian, jika ada konsumen yang mengajukan tuntutan 
ganti rugi, maka pelaku usaha bertanggung  gugat atas kerugian tersebut. 
Tanggung gugat baru dapat dilakukan oleh pelaku usaha apabila 
memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. 
Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang 
lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang 
melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata.71 Pengaturan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 
1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, yang secara lengkapnya yaitu: 
Pasal 1365 
Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa 
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena 
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 
 
 
                                                           
71 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 81. 
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Pasal 1366 
Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 
disebabkan akibat perbuatannya, tetapi juga akibat kerugian yang 
disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. 
Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 1365 
KUHPerdata, dapat diketahui bahwa pelaku usaha dapat bertanggung 
gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen apabila  memenuhi 
unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Adanya perbuatan, yaitu adanya tindakan yang dilakukan oleh 
seseorang baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.  
2. Perbuatan itu melawan hukum, artinya tindakannya merupakan 
tindakan yang melanggar hukum atau dilarang peraturan 
perundang-undangan. Perbuatan itu tidak hanya yang bertentangan 
dengan undang-undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat 
yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan 
kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan 
dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati.72  Berdasarkan 
yurisrudensi, melanggar kewajiban undang-undang tidak begitu 
saja merupakan perbuatan melanggar hukum, karena memiliki 
persyaratan tertentu, yaitu:73 
                                                           
72 Mariam Darus Badrulzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2001), hlm. 107. 
73 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit. hlm. 131-132. 
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a. Dengan pelanggaran ini, kepentingan penggugat dilanggar atau 
diancam; 
b. Kepentingan itu dilindungi oleh kewajiban oleh yang dilanggar; 
c. Kepentingan itu termasuk yang dilindungi berdasarkan Pasal 
1365 KUHPerdata; 
d. Pelanggaran tersebut bersifat tidak pantas terhadap si 
penggugat, mengingat sikap dan perbuatannya sendiri; 
e. Tidak ada alasan pembenar. 
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Pengertian kerugian 
menurut Nieuwenhuis, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak 
yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau 
membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Kerugian yang 
diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua 
bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang 
menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda 
sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan 
keuntungan yang diharapkan. Ganti Kerugian dalam UUPK, hanya 
meliputi pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau 
jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan 
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa ganti kerugian 
yang dianut dalam UUPK adalah ganti kerugian subjektif. 74 
                                                           
74 Ibid, hlm. 133-136. 
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4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, 
artinya kerugian yang diderita oleh seseorang itu diakibatkan 
perbuatan orang lain. 
5. Pihak yang melakukan perbuatan tersebut bersalah yang dimaksud 
di sini adalah ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan  
hukum yang dilakukan. Kesalahan ini memiliki 3 unsur, yaitu:75 
a. Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan; 
b. Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya; 
1) Dalam arti objektif, sebagai manusia normal dapat menduga 
akibatnya; 
2) Dalam arti subjektif, sebagai seorang ahli dapat menduga 
akibatnya; 
c. Dapat dipertanggung jawabkan: debitur dalam keadaan cakap. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perbuatan 
melawan hukum berisikan tentang suatu perikatan yang dilahirkan oleh 
undang-undang untuk tidak berbuat sesuatu, karena dengan melakukan 
perbuatan tersebut maka seseorang telah melakukan kesalahan dalam 
hukum. Larangan untuk tidak berbuat sesuatu merupakan sesuatu yang 
diperintahkan oleh hukum, yang jika perbuatan yang tidak diperbolehkan 
untuk dilakukan tersebut dilakukan, maka orang yang melakukan 
perbuatan tersebut berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap 
pihak yang telah dirugikan tersebut.  
                                                           
75 Ibid, hlm.  140. 
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Memperhatikan isi Pasal 1366, dapat dikatakan bahwa seseorang 
tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh 
seseorang akibat kesalahannya dalam melakukan suatu perbuatan  tetapi 
seseorang juga bertanggung jawab atas kelalaian dan kurang hati-hatinya 
dalam berbuat. 
Dalam kaitannya dengan perbuatan pelaku usaha yang 
memasarkan produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan 
kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonsia, perlu diselidiki 
lebih lanjut mengenai terpenuhinya unsur perbuatan melanggar hukum 
dalam perbuatan pelaku usaha tersebut.  Untuk mengetahui hal tersebut, 
penulis menguraikannya di bawah ini: 
Pertama, harus diselidiki bahwa ada perbuatan nyata yang dilakukan oleh 
pelaku usaha. Dari hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa masih ada 
pelaku usaha yang melakukan perbuatan nyata berupa perbuatan yang 
tidak menyertakan kartu jaminan/garansi terhadap produk telematika dan 
elektronika yang mereka tawar. 
Kedua, diselidiki mengenai adanya perbuatan melanggar hukum. Dengan 
adanya Permendag No. 19/M-DAG/PER/05/2009 yang mewajibkan agar 
pelaku usaha menyertakan kartu jaminan/garansi purna jual terhadap 
produk telematika dan elektronika yang mereka pasarkan, dapat 
disimpulkan bahwa  jika ada pelaku usaha yang tidak memenuhi 
kewajiban ini maka pelaku usaha tersebut telah melakukan perbuatan 
melanggar hukum. 
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Ketiga, harus diselidiki lebih lanjut mengenai adanya kerugian yang 
diderita oleh konsumen akibat mengonsumsi produk telematika dan 
elektronika yang tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi purna jual. 
Dari hasil wawancara penulis dengan 10 orang konsumen, ada 5 orang 
konsumen yang mengatakan bahwa mereka mengalami kerugian akibat 
mengonsumsi produk telematika dan elektronika yang tidak disertai 
dengan kartu jaminan/garansi purna jual. Dari 5 orang tersebut, 
mengatakan bahwa kerugian tersebut yaitu ketika mereka baru membeli 
produk kemudian produk tersebut rusak maka mereka harus 
mengeluarkan biaya-biaya perbaikan untuk memperbaiki produk yang 
mengalami kerusakan tersebut. Menurut mereka ketika produk tersebut 
rusak maka mereka harus memperbaikinya sendiri ke tukang servis 
karena produk yang mereka konsumsi itu tidak bergaransi. Saat produk 
yang mereka konsumsi itu rusak, mereka hanya diam, marah-marah 
dirumah sendiri atau menceritakan hal tersebut kepada keluarga atau 
temannya. Mereka tidak pernah mengajukan gugatan atau komplain 
karena mereka tidak mempunyai waktu dan mereka menganggap bahwa 
tidak ada gunanya mengajukan gugatan. 
Keempat, harus dianalisis mengenai adanya hubungan antara perbuatan 
melanggar hukum dengan kerugian yang diderita. Dengan tidak adanya 
kartu jaminan/garansi yang disediakan pelaku usaha terhadap produknya 
maka konsumen harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memperbaiki 
produk tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, terdapat 
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keterkaitan antara perbuatan melanggar hukum pelaku usaha dengan 
kerugian konsumen. 
Kelima, harus dibuktikan mengenai adanya kesalahan yang dilakukan oleh 
pelaku usaha. Hal yang menjadi permasalahan dalam unsur ini yaitu 
membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh 
pelaku usaha dalam proses produksi, pendistribusian, dan pemasaran 
atau penjual produk tersebut dipasaran. Tetapi dengan adanya ketentuan 
dalam Pasal 28 UUPK, maka masalah pembuktian mengenai adanya 
unsur kesalahan ini bukan lagi menjadi tanggung jawab konsumen 
melainkan menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Adapun isi Pasal 28 
UUPK yaitu Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam 
gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan 
Pasal 23 merupakan dan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi dalam hal ini 
pelaku usaha harus membuktikan mengenai tidak adanya kesalahan atau 
kelalaian yang dilakukan dalam proses produksi, pendistribusian, dan 
pemasaran atau penjual produk telematika dan elektronika yang mereka 
pasarkan. 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan  di atas, 
dapatlah dikatakan bahwa pelaku usaha yang tidak menyertakan kartu 
jaminan/garansi purna jual terhadap produk telematika dan elektronika 
yang mereka pasarkan, bertanggung gugat atas kerugian yang diderita 
oleh konsumen. Tanggung gugat yang dimaksud di sini adalah tanggung 
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gugat berdasarkan unsur kesalahan dengan beban pembuktian pada 
produsen (beban pembuktian terbalik). 
Melihat uraian di atas yang dimana dibahas mengenai tanggung 
jawab pelaku usaha terhadap produknya yang tidak disertai dengan kartu 
jaminan/garansi purna jual. Maka dikatakan bahwa tanggung jawab pelaku 
usaha tersebut dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab produk. 
Dalam UUPK, ketentuan yang mengisyaratkan adanya tanggung jawab 
produk dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu ketentuan Pasal 19, 
Pasal 23, dan Pasal 28 UUPK.76 Ketentuan Pasal 19 UUPK merumuskan 
tanggung jawab pelaku usaha sebagai berikut: 
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
(2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa 
yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan 
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 
(tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 
(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan 
pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya 
unsur kesalahan. 
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa 
kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
 
 Melihat pasal di atas, penulis menyimpulkan bahwa apabila ada 
konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk 
telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu 
                                                           
76 Susanti Adi Nugroho, op.cit, hlm. 321. 
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jaminan/garansi purna jual, maka bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh 
oleh konsumen yaitu berupa pengembalian uang atau penggantian produk 
yang sejenis atau setara nilainya. 
Dalam hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu 
pengurus YLK SULSEL, Al Mujahid Akmal mengatakan bahwa dalam 
kasus seperti yang penulis kemukakan di atas, bentuk ganti rugi produsen 
kepada konsumen yaitu dalam bentuk ganti produk yang sejenis.  
Kemudian dalam wawancara penulis dengan pihak disperindag 
sulsel, Akbar Mansyur Tadaga dikatakan bahwa pihak disperindag pernah 
menangani kasus serupa, dimana pada saat itu ada konsumen yang 
melapor kepada pihak disperindag sulsel. Konsumen tersebut telah 
membeli dua buah produk asing A yang tidak disertai dengan kartu 
jaminan/garansi. Salah satu produk tersebut mengalami kerusakan, lalu 
konsumen itu memperbaikinya ke tukang servis. Setelah diservis, produk 
tersebut masih mengalami kerusakan. Setelah melakukan servis selama 3 
kali dan produk tersebut masih tetap rusak, akhirnya konsumen tersebut 
mengajukan hal ini kepihak disperindag sulsel. Pihak disperindag 
kemudian langsung memanggil pihak distributor produk tersebut dan 
menyuruh pihak distributor untuk mengganti produk tersebut dengan 
produk yang sejenis. Lebih lanjut, pak Akbar mengatakan bahwa beliau 
juga menyuruh pihak distributor tersebut untuk melengkapi produknya 
dengan kartu jaminan/garansi karena apabila hal ini tidak dilakukan maka 
pihak disperindag akan menarik produk tersebut dari peredaran. Akbar 
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juga mengatakan bahwa apabila pihak produsen tidak melaksanakan apa 
yang diperintahkan maka pihak disperindag akan menutup tokonya. 
Ketentuan Pasal 19 UUPK kemudian dikembangkan dalam Pasal 
23 UUPK, yang menentukan bahwa: 
Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan 
dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) 
dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat 
kedudukan konsumen. 
 
Dalam pasal ini dituntut tanggung jawab pelaku usaha untuk memenuhi 
tuntutan ganti rugi dari konsumen. Selain itu, dalam pasal ini juga dituntut 
sikap konsumen untuk mempertahankan haknya dalam memperoleh ganti 
rugi berupa mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen atau ke badan peradilan setempat jika pelaku usaha tidak 
memenuhi tuntutannya. 
Menurut Ambo Masse (Koordinator Bidang Umum YLK SULSEL), 
bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu 
memberikan pendidikan atau edukasi. Melakukan edukasi merupakan 
tugas YLK dan edukasi merupakan salah satu hak konsumen yang sangat 
penting. Lebih lanjut beliau mengatakan kalau edukasi berjalan baik maka 
itu akan membantu pemerintah untuk mendorong tingkat kesadaran 
konsumen untuk melakukan pengaduan. Artinya tingkatan perlindungan 
konsumen itu sangat terkait dengan sejauh mana konsumen itu tahu 
mengenai informasi produk itu sendiri, kesadaran bahwa mereka 
mempunyai hak, kesadaran bahwa mereka bisa melakukan komplain. 
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Fakta-fakta yang ada selama ini, masih sangat kurang sekali, hanya 
orang-orang tertentu yang sering melakukan komplain. Kemudian 
dikatakan bahwa secara umum, katakanlah kalau orang yang sama sekali 
tidak tahu mengenai hak-haknya, mungkin kalau dia punya kesadaran 
paling mereka cuma komplain ke tokonya tapi kalau mereka sudah diberi 
argumentasi yang bermacam-macam maka mereka hanya akan sampai 
disitu saja.  
Dalam hasil wawancara penulis dengan pihak disperindag sulsel, 
dikatakan bahwa upaya-upaya atau tindakan yang dapat ditempuh oleh 
konsumen jika mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk 
telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu 
jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia atau menemukan 
produk-produk tersebut dipasaran yaitu jika konsumen mengalami 
kerugian atau menemukan produk tersebut di pasaran maka hal yang 
dapat dilakukan oleh konsumen adalah melaporkan pelaku usaha yang 
mengedarkan produk tersebut kepihak yang menangani masalah 
perlindungan konsumen, salah satunya yaitu pihak disperindag khususnya 
yang menangani masalah perlindungan konsumen. Setelah adanya 
laporan kemudian pihak disperindag akan menindaklanjuti laporan 
tersebut. Pihak disperindag kemudian akan melakukan verifikasi turun ke 
lapangan dan mengunjungi toko yang menjual produk tersebut. Apabila 
ternyata produk tersebut tidak memenuhi aturan standar maka pihak 
disperindag akan memerintahkan pelaku usaha tersebut untuk melengkapi 
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apa-apa yang kurang dan apabila pada kunjungan berikutnya ternyata 
pihak pelaku usaha tidak memenuhi apa yang diperintahkan maka akan 
dilakukan penarikan terhadap produk tersebut. Untuk konsumen yang 
menderita kerugian maka pihak disperindag akan meminta pelaku usaha 
untuk ganti rugi berupa mengembalikan uang konsumen atau mengganti 
produk tersebut dengan produk yang sama. Lebih lanjut beliau 
mengatakan bahwa yang menjadi permasalahan sekarang yaitu 
konsumen kadang tidak mengetahui kemana mereka harus mengadukan 
gugatannya, apakah ke Yayasan Lembaga Konsumen (YLK), Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ataukah ke Disperindag. 
Menurut beliau untuk masalah produk telematika dan elektronika yang 
tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa 
Indonesia, maka konsumen sebaiknya melaporkan ke disperindag 
setempat karena disperindaglah yang membidangi masalah ini.  
Menurut Al Mujahid Akmal upaya YLK SULSEL untuk memberikan 
perlindungan hukum kepada konsumen yaitu: 
1. Melakukan upaya pencegahan dini berupa memberikan pendidikan, 
menyosialisasikan kebijakan yang ada dan melakukan pengawasan 
bekerjasama dengan disperindag dan BPOM. 
2. Upaya yang dilakukan oleh YLK SULSEL terhadap konsumen yang 
mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk telematika dan 
elektronika yang tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi purna 
jual dalam bahasa Indonesia yaitu memediasi, dengan cara 
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mempertemukan konsumen dengan produsen. Biasanya dimulai 
dari distributor karena tidak mungkin kami bisa langsung ke 
produsen. Dengan bertemu pihak distributornya baru kemudian 
kami dapat memediasi konsumen dengan produsen. Setelah 
proses mediasi itu, kasus itu biasanya selesai secara kekeluargaan. 
Kedua belah pihak mengadakan kesepakatan, mereka tidak berani 
membawa hal ini ke ranah hukum karena kalau di bawah ke ranah 
hukum maka produsen akan mengalami banyak kerugian. Bentuk 
kesepakatannya yaitu berupa ganti rugi produsen kepada 
konsumen biasanya dalam bentuk ganti produk dengan produk 
yang sama. 
Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak 
ketiga tersebut bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi 
profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses 
negosiasi. Biasanya ia, dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, 
berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran 
penyelesaian sengketa.77 
Dalam kasus konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan 
produk yang tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi, pihak YLK 
SULSEL sebagai pihak mediator yang berusaha mendamaikan antara 
pelaku usaha dan konsumen yang mengalami sengketa. Pihak YLK 
SULSEL biasanya menyarankan agar kedua belah pihak menyelesaikan 
                                                           
77 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 
203. 
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sengketa secara kekeluargaan. Bentuk penyelesaian masalahnya yaitu 
dalam bentuk ganti produk sejenis oleh pelaku usaha kepada konsumen. 
C. Peranan dan Upaya Pemerintah Dalam Menangani Peredaran 
Produk Telematika dan Elektronika yang Tidak Disertai dengan 
Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia di 
Pasaran 
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum 
perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum publik. Dikatakan 
demikian karena sebenarnya di sinilah peran dan kewenangan pemerintah 
atau pihak-pihak yang terkait untuk melindungi seluruh konsumen dari 
produk-produk yang tidak berkualitas atau dari pelaku usaha yang 
beritikad buruk.  
Dari aspek hukum publik, termasuk di dalamnya hukum 
administrasi negara mempunyai sumbangan terbesar dalam rangka 
melindungi kepentingan konsumen. Sumbangan yang terbesar pada 
hukum publik di sini adalah kemampuan untuk mengawasi, membina dan 
mencabut izin sesuai dengan ketentuan apabila terbukti:78 
1. Melanggar ketentuan undang-undang; 
2. Merugikan kepentingan konsumen. 
Dalam hal beredarnya produk telematika dan elektronika yang tidak 
disertai dengan kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia, 
maka pihak yang dimaksud di sini untuk melakukan pengawasan, 
                                                           
7878 Celina Tri Siwi Kristiyanti, op.cit. hlm. 90. 
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Pembina atau bahkan mencabut Izin Usaha Perdagangan (IUP) adalah 
pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) dan 
pihak dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). 
Alasan penulis menganggap bahwa pihak disperindag yang harus 
terlibat dalam ini karena pihak yang mengeluarkan peraturan tentang 
Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi 
Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan 
Elektronika adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Sehingga 
dalam hal ini pihak disperindag dibebani tanggung jawab untuk melakukan 
pengawasan terhadap peraturan ini dan mencabut IUP. Sedangkan YLKI 
selaku organisasi masyarakat yang bertugas sebagai lembaga perwakilan 
konsumen bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan 
pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat. 
Eksistensi organisasi masyarakat memang patut diakui secara 
resmi oleh pemerintah karena sejak lama lembaga-lembaga masyarakat 
seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah diakui 
masyarakat. YLKI sudah terbukti mampu berperan aktif menyuarakan, 
membela bahkan mengadvokasi kepentingan konsumen. YLKI 
mempunyai beberapa tujuan yaitu:79 
1. Pendidikan, tujuan pendidikan konsumen adalah untuk merubah 
perilaku konsumen. 
                                                           
79 Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, op.cit. hlm. 219-221. 
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2. Penelitian, berguna bagi konsumen karena melalui penelitian ini, 
YLKI akan memberikan informasi kepada konsumen mengenai 
mutu barang secara objektif sehingga konsumen dapat 
menentukan pilihannya terhadap suatu produk tertentu secara 
rasional. 
3. Penerbitan, Warta Konsumen dan Perpustakaan. Menerbitkan 
buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, serta 
majalah warta konsumen yang berisi hasil-hasil penelitian yang 
dilakukan YLKI serta pengetahuan lain yang bermanfaat bagi 
konsumen. 
4. Pengaduan, kegiatannya adalah menerima dan menyelesaikan 
keluhan dan ketidakpuasan konsumen terhadap barang dan/jasa 
yang dibelinya/diperolehnya. 
5. Bidang umum dan keuangan.  
Kehadiran lembaga ini diatur dalam Pasal 44 UUPK, yang isinya: 
1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat yang memenuhi syarat. 
2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki 
kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan 
konsumen. 
3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 
meliputi: 
a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran 
atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa; 
b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; 
c. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 
perlindungan konsumen; 
d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk 
menerima keluhan atau pengaduan konsumen; 
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e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat 
terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. 
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan 
konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diatur dalam peraturan pemerintah. 
 
Berdasarkan uraian di atas, dikatakan bahwa pihak Disperindag 
dan YLKI mempunyai peranan dalam mengatasi peredaran produk 
telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu 
jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia. Peranan yang 
dimaksud berupa pembinaan, pengawasan dan pencabutan izin. 
Dalam hasil wawancara penulis dengan Akbar Mansyur Tadaga, 
dikatakan bahwa upaya disperindag dalam kasus ini adalah melakukan 
pengawasan. Pengawasan yang dilakukan ada dua jenis yaitu: 
1. Pengawasan berkala ialah pengawasan yang dilakukan pertiga 
bulan, perenam bulan atau pertahun. 
2. Pengawasan khusus ialah pengawasan lanjutan dari pengawasan 
berkala.  Apa yang ditemukan dipengawasan berkala itu di bawah 
kepengawasan khusus dan kalau pengawasan khusus itu biasa 
kami tindaki. Misalnya pada saat melakukan pengawasan berkala, 
ditemukan produk yang tidak bergaransi padahal produk itu adalah 
produk yang diwajibkan bergaransi. Kemudian pihak disperindag 
meminta pelaku usaha tersebut untuk melengkapi produknya 
dengan kartu jaminan/garansi. Setelah tahap ini, pihak disperindag 
kemudian melakukan pengawasan khusus di toko tersebut dan 
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apabila masih ditemukan produk yang tidak bergaransi maka 
produk tersebut akan ditarik dari peredaran. 
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa ada juga kegiatan pengawasan 
yang sistem resprogrem. Dalam kegiatan pengawasan ini, pihak 
disperindag turun ke lapangan bersama dengan pihak kementerian. Tidak 
ada waktu khusus dalam pelaksanaan kegiatan ini, kegiatan dilakukan 
secara spontan tanpa basa-basi, yaitu ketika datang kementerian, kami 
langsung turun ke lapangan. Jika ditemukan produk yang melanggar maka 
langsung disegel. 
Menyimak uraian di atas, penulis mengungkapkan bahwa upaya 
yang dilakukan pihak disperindag untuk mencegah peredaran produk yang 
tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi yaitu melakukan pengawasan 
dan/atau menarik produk tersebut dari peredaran. Hal ini sesuai dengan isi 
Pasal 9 Permendag No.19/M-DAG/PER/05/2009, bahwa: 
(1) Produsen atau importir wajib menarik produk telematika dan 
elektronika dari peredaran, apabila: 
a. Tidak melengkapi produk telematika dan elektronika dengan 
petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan 
Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); atau 
b. Petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa 
Indonesia tidak didaftarkan. 
(2) Penarikan produk telematika dan elektronika dari peredaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh produsen 
atau importir berdasarkan perintah Direktur Jenderal atas nama 
Menteri. 
(3) Seluruh biaya penarikan produk telematika dan elektronika dari 
peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan 
kepada produsen atau importir. 
Berdasarkan rumusan pasal di atas, dikemukakan bahwa apabila 
pelaku usaha tidak melengkapi produk telematika dan elektronika dengan 
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kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia, maka pelaku usaha 
tersebut harus menarik produknya dari peredaran. Apabila tidak dilakukan 
pemerintah akan turun tangan sendiri untuk menarik produk tersebut. 
Ketentuan Pasal 9 ini kemudian dikembangkan pada Pasal 19 yang 
menyatakan bahwa: 
(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi 
administratif berupa: 
a. Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat 
penerbit SIUP; atau 
b. Pencabutan perizinan teknis lainnya oleh pejabat berwenang. 
(2) Dalam hal pelaku usaha dikenakan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri atau pejabat 
yang ditunjuk menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan 
teknis kepada instansi terkait/pejabat berwenang. 
(3) Pejabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali 
dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.  
 
Sedangkan upaya yang dilakukan oleh YLK SULSEL untuk 
mengatasi masalah beredarnya produk telematika dan elektronika, 
menurut Ambo Masse yaitu hanya fokus kepada pendidikan konsumen 
dan pembinaan pelaku usaha. Dalam pendidikan, pihak YLK SULSEL 
menyampaikan mengenai peraturan-peraturan, pengenalan produk dan 
garansinya. Adapun pembinaan kepada pelaku usaha yaitu pelaku usaha 
itu diberi informasi yang cukup kemudian difasilitasi untuk mmperoleh 
fasilitas-fasilitas pendukung untuk memenuhi aturan-aturan standar yang 
diminta. kemudian Al Mujahid Akmal menambahkan, selain itu pihak YLK 
SULSEL juga melakukan upaya berikut yaitu: 
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1. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap barang beredar 
yaitu memeriksa kelengkapan-kelengkapannya. Misalnya dokumen 
seperti buku petunjuk manual bahasa Indonesia dan kartu 
jaminan/garansi purna jualnya, unsur keselamatannya dan unsur 
membahayakan bagi anak. Pengawasan berkala ini biasanya 
dilakukan bersama dengan pihak disperindag. 
2. Pada saat pengawasan jika ditemukan produk yang tidak disertai 
dengan kartu jaminan/garansi, maka diberikan surat peringatan 
oleh disperindag. Jika peringatan itu diabaikan maka akan ditarik 
dari peredaran. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka diambil suatu 
kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukan dalam skripsi ini, 
yaitu: 
1. Produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu 
jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia masih beredar 
dipasaran karena kurang maksimalnya pengawasan dari 
pemerintah, kecurangan dan ketidakpatuhan pelaku usaha, 
banyaknya permintaan konsumen, dan banyak pelabuhan-
pelabuhan yang tidak resmi serta adanya pihak pemerintahan yang 
terlibat.   
2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengonsumsi 
produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu 
jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia yaitu 
pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang konsumen atau 
penggantian produk dengan produk yang sejenis. 
3. Peranan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani 
peredaran produk telematika dan elektronika yang tidak disertai 
dengan kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia di 
pasaran yaitu melakukan pengawasan secara berkala dan khusus, 
memberikan pendidikan kepada konsumen dan pembinaan pelaku 
94 
 
usaha, menarik produk tersebut dari peredaran dan mencabut 
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pelaku usaha.  
B. Saran 
Adapun saran dari penulis yaitu sebagai berikut: 
1. Dalam usaha untuk memberikan perlindungan hukum kepada 
konsumen, hendaknya pemerintah lebih memperketat pengawasan 
terhadap barang beredar khususnya produk telematika dan 
elektronika yang tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi purna 
jual dalam bahasa Indonesia. 
2. Diharapkan agar konsumen memeriksa dengan cermat dan teliti 
barang yang akan mereka beli khususnya memeriksa kartu 
garansinya karena hal ini akan memudahkan bagi konsumen ketika 
akan melakukan klaim kepada pelaku usaha. Diharapkan pula agar 
konsumen tidak membeli produk yang bergaransi toko. 
3. Hendaknya pelaku usaha memberikan informasi yang jelas kepada 
konsumen mengenai kondisi barang yang mereka jual dan 
menyediakan kartu garansi terhadap produk telematika dan 
elektronika yang mereka pasarkan sehingga hal ini akan lebih baik 
bagi pelaku usaha dan konsumen. 
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Lampiran I :Produk Telematika dan Elektronika yang Wajib 
Dilengkapi  Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu 
Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia 
 
NO. JENIS PRODUK 
1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 
 
11. 
12. 
 
 
 
 
Alat Perekam atau Reproduksi Gambar dan Suara 
(VCD, DVD, dan VCR Player) 
Amplifier 
Amplitheather Rumahan (Home Theater Amplifier) 
Cakram Optik Isi  
Cakram Optik Kosong 
Dispenser (Water Dispenser) 
Faksimili (Facsimile) 
Frizer Rumahan (Home Freezer) 
Kalkulator 
Kamera: 
- Kamera Digital (Digital Camera); 
- Kamera Video (Video Camera). 
Kamera Perekam (Camcorder) 
Kipas Angin: 
- Kipas Angin Berdiri 
- Kipas Angin Kotak; 
- Kipas Angin Dinding; 
- Kipas Angin Gantung;  
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13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
 
 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
 
 
 
- Kipas Angin Hisap; 
- Kipas Angin Meja. 
Lemari Es (Refrigerator) 
Mesin Cuci (Washing Machine) 
Mesin Pengatur Suhu Udara (AC) 
Mikropon (Microphone) 
Monitor Komputer 
Organ/Keyboard Elektrik 
Mesin Pelumat (Blender) 
Pemanas Air (Water Heater) 
- Pemanas Nasi (Magic Jar) 
- Penanak Nasi (Rice Cooker) 
- Penanak Nasi Serba Guna (Magic Com) 
Mesin Pemanggang (Toaster) 
Pencampur (Mixer) 
Mesin Pencetak (Printer) 
Mesin Fotokopi (Photo Copy) 
Mesin Multi Fungsi 
Pengejus (Juicer) 
Pengeras Suara: 
- Active Speaker; 
- Ceiling Speaker; 
- Colum Speaker; 
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29. 
30. 
31. 
32. 
 
 
 
 
 
33. 
 
 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
- Horn Speaker; 
- Mobile Speaker; 
- Multimedia Speaker; 
- Passive Box Speaker; 
- Professional Box Speaker; 
- Public Address Speaker. 
Pengering (Dryer) 
Pengering Rambut (Hair Dryer) 
Penghisap Debu (Vacuum Cleaner) 
Pesawat Televisi: 
- Pesawat Televisi Warna; 
- Pesawat Televisi LCD; 
- Pesawat Televisi Plasma; 
- Pesawat Televisi Proyeksi; 
- Televisi Mobil. 
Piano Elektrik: 
- Piano Tegak Elektrik; 
- Piano Besar Elektrik. 
Pompa Air Listrik untuk Rumah Tangga (Water Pump) 
Radio Cassette/Mini Compo  
Tape Mobil 
Set Top Box 
Setrika Listrik 
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39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
Telepon Nirkabel 
Telepon Selular (Cellular Telephone) 
Tudung Hisap/Sungkup Hisap (Cooker Hood) 
Tungku/Oven Untuk Rumah Tangga 
Tungku Gelombang Mikro (Microwave Oven) 
Tungku Pemanggang (Oven Toaster) 
Kompor Gas 
 
 
